
a

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

fu4 en imba ng

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 2OO7

TENTANG

PENYELENGGARAAN PE ru!rorxlr-r

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang rtrenj.4di kervajiban
pemerintah bersama masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;

"r. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan
perkembangan, tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
internasional, maka pendidikan ciiselenggarakan secara terencana, tefarah, dan
berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses
peningkat3n mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan sebagai satu sistem pendidikan ;

c bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang
dan langgung jawab pemerintah daerah, maka pedu pengaturan untuk
member kan kepaslian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
penororkan I

d bahwa beroasarkan pertinrbangan sebagarrnana dimaksud dalam hLruf a, huruf b,
dan i,urul c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

. Pendidikan

'1 Undang-Undang Nornor 12 tahun 1950 tentang Pembentuian Daerah-ciaerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesra Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 9) ,

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1974 Nomor
54, Tarnbarrarr Lernbararr Negara Republik lndonesia Nopor 3039);

3 Undang-Undang Nornor 4 Tahun '1997 tentang Penyahdang Cacat (Lernbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3670) :

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Ler,rbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3886) ;

5. LJndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
lJndang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik lndonesra Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Ler,rbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3890) ;

6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 lentang Yayasan (Lembaran llegara
Republik lndonesia Tahun 200'1 Nomor '1 12. Tambahan Lembaran Negara Nomor
4'132) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republjk lndonesia Tahun 2001 Nomor'112, Tambahan

Lembaran Negara Flepublik lndonesLa Nomor 4132) ;

Ir4eng ng at
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0engan Persctuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI

l,/enetapkan PERATURAN
PENDIDIKAN,

MEMUTUSKAN :

DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

I Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksudkan dengan I

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Pernerintah Kabupaten adalah Pemenntah KabuQaterl Kedirr'

4 Daerah adalah Kabupaten Kediri selanJUtnya disebut Daerah.

5 Bupati adalah Bupati Kediri.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

baerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelur6han

7. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pencidikan.

L PendiJikan adalah usaha sadar dan lerencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembanokan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,

yang diselenggarakan di Kabupaten Kediri.

9 "talui 
pendidikan adalah wahana yang ditatui pese(a didik untuk mengembangkan potensi

diri dalam sualu proses pendidikan yang sesuai dHgan tujuan pendidikan.

10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan lingkat

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang

dikem.bangkan.

1'1 . ienis pendidikkan adalah kelonrpok yang didasdrkan pada kekhususan tujuan pendidikan

suatu satuan pendidikan.

12 Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan rnformal pada setiap jeniang dan ienis
' pendidikan

i'3 pe,rdidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak

, sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalur pemberian rangsangan

5, pendidikan untuk membantu pertumbuhafr dan perkembangan jasmani dan rohani agar

' a0ak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

14 Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikarr

menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah lbtidaiyah (Ml) atau bentuk laitr

I, yang sederalat serta Sekolah Menengah Pertama (sMP) dan Madrasah Tsanawiyah.

atau bentuk lain yang sederajat.

15 Pendidikan menengah adalah lenjang pendidikan lanlutan pendidikan dasar, berbentuk

Sekolah tulenengah Atas (Si/A), N/adrasah Aliyah (lvlA), Sokolah Monongah Kejuruan

(SMK), dan Madrasah Aliyah Keiuruan ([,lAK) atau bentuk lain yang sederajat.

16 Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang

mencakup program diploma, sariana, magister, doktor, dan spesialis yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi

17. Pendidikin formal adalah jalur pendidikan yang terstiuktur dan berjenjang yang terdiri atas

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
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18 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di Iuar pendidikan formal yang dapat

dilaksanakan secara terstruktur dan beqenjang.

19. Pendidikan informal adalah lalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

20 Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan

menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara

maju

21 Pendidikan khusLrs adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan

dalam mengikuli proses pembelajaran karena kelainan llsik, emosional, intelektual, mental,

sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat isti;newa.

22 Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau

mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

23 Pdndrdikan jarak jaqh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan

pe'mbela jarannya mpnggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikast,

rnformas , dan mediS lain.

24 PAhdidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapai

m6nguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

25 Prindidlkan berbasis daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang

menyelenggarakan pendidikan de4ga1 acuan kurikulum yang menunjang upaya

pe'ngenibangan potensi, ekonomi, sosial, ban budaya masyarakat Kabupaten Kediri.

26 Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan

agama, sosiol, budaya, aspirasi, dan potensi ntasyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari,

oleh, dan dnluk masyarakal

27 T aman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan anak usia dini pada ialur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program

kesejahteraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir

sampai dengan berusia 6 (enam) tahun,

23 Ketompok Bermain yang selanlutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

anak usia dini pada jalur penclidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikaf

dan progran kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

2g Taman kanak-Kana,< selanjutnya dqeput TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak

usia dini pada jalur pendidlkan tormX ying menyelenggarakan program pendidikan bagi anak

usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

30 Raudhatul Athfal selanlutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada lalur pendidikan formal yang

menyelenggarakan proqram pendidikan agama lslam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampal

dengan 6 (enam) tah un

3'1 Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selaniutnya disebut TK0 adalah salah Satu bentuk satuan

pencidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program

pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

32 Sekolah Dasar yang selanlutnya disdbut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

vanq meriyelenqqarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

33 MaOrasan' tb{idiiyan yang setanjutnya disebut l\41 adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama lslam pada

jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama

34 Teir,iian Pendidikan Al Our'an yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan

pendidit an nonformal yang menyelengg arakan pendidikan Al Qu/an bagi anak usia 7 (tujuh)

tal'iun keatas.

35 Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SN/P adalah salah satu bentuk satuan

pehdrdrkan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada ienjang pendidikan dasar

sebaqai lantulan dar, SD. Vl alau bentuk lain yang sederaial

36. Milrasah [sanawiyah yang selaniutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan

pendid,kan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islatn

pada jeniang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sD, lvll atau bentuk lain yang sederaiat di

dalam bin aan Departemen Agama.

37 Sekolah Menengah Atas yang selaniutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan

menengah sebagai lanjulan dari SMP, MTs, atau benluk lain yang sederajat.

,..---.
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38 Sekolah tvlenengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu benluk Satuan

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan

menengah sebagai lanjutan dari SMP, N'4Ts, atau bentuk lain yang sederaiat'

39 Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut sLB adalah pendidikan formal 
.yang-' 

menyelenggarat<an pendiOikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak

frar'aias.lffte), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah lbtidaiyah Luar Biasa (MILB),

sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (sl',/PLB), Macirasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTSLB)

Sekotah tr4enenlah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB). . ...

40. Madrasah Aliyai yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

formal yang menyelenggaratan 
' 

pendidikan umum _dengan 
kekhasan agama lslam. pada

lenlang 
'perididikan 

menengalr sabagai lanjutan dari Str,lP, MTs, atau bentuk lain yang sederaiat

di dalam binaan DePartemen Agama

41 Madrasah Aliyah (ejuruan yanq selan jtrtnya disebLrl MAK adalah salah sattl benttlk sattlan

pendidrkan formal yang menyelenggarakan pendidikan Keiuruan dengar kekhasan agama

islam pada lenlang penOiOifin menengatr sebagai laniutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain

yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.

aZ iusit Kegraian Belajar Masyarakat yang selanlutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan

yang menyelenggarakan pendldikan nonformal

aS i,,rajlis raitim iJatan salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan

oendidikan agarna Islam pada warga rnasyarakat.

4a i<uiixutum aialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelalara:1 unluk mencapai tuiuan pendidikan tertentu

4s irembelalaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belalar.

46. Evaluasi pendidikar,' adalah kegiatan pengendalian, peniaminan, dan penerapan mutu

pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap ialur, jenjang, dan jenis

pendidikan sebagai bentuk pertanggungiawaban penyelenggaraan pendidikan'

+2. ,qkreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan

berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

48. Sistem lnformasi Pendidikan adalah layanan inlormasi yang menyajlkan data kependidikan

meliputi lembaga pendidikan, kurikulunr, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan,

sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran

serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan

49 Kompelensr adalah seperangkat pengelahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki

dihayati, dari dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

50. Starrdar pendidikan adalah kriteria nrininlal tentang berbagai aspek yang relevan dalam

petaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara danlalau

satuan pend dikan di wilayah Kabupaten Kediri.

51. Penyelenggara- pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang

', mQ!yelenggarakan Pendidikan
S2 

' peiyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-kom ponen .;istern

pendio,t<an- pada satuan/program pendidikan pada lalur" jenjang, dan jenis pendidika,, agar

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tuJUan pendidikan nasional

53 Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara s,atuan

prniidifrn pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan . pencidikan

pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan

pendidikan pada ialur pendidikan nonformal.

54 Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelengr araan

sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan ';atuan

pendidikan agar pondidikan dapat borlangsung sssuai d8n9an tuiuan pendidikan nasional

55 Pendidik adalah tenaga profesional yano bertugas merencanakan dan melakSanakan ')roses

peirbelalaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta

melakukin penelitian lan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendid,l dan

per! uruan tinggi.

56 Tenaga lepenOiOit<an adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk

menunjang penyelenggaraan pendldikan

I

I

i
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57 pesert3 drdik adarah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui

'' p.&,t t.-0.;;;,;; vr;s.te".oa pada tilurlenials qan iglis oendidikan terlentu'

58 Pegawai Negeri sipil 1,.rg',.;rrilt^vt,is'iili p"t'ts aoatan pegawai tetap Yehs..!i,Tgl't"" ;;;;; p.q;*ai negeri ,trir oiui pemerintah atau pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan

Peruniang-Lrndangan.

59 Pegawai Non-PNS yang selaniutnya disebut Non-PNS,adalah pengawai tidak tetap yang

diangkat oteh satuan penoioit<in'.i.i, ouorn hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah

itau"Pemerintah Daerah berdasarkan perjanJian kerJa'

60 waiib betaiar adatah p|.ogo;"pu;iol;n-,nrrimat'yang trarus diikuti oleh warga masyarakat

utai tunggung jawab Pemerintah dan Pemerintah ljaerah

61 Badan Akreditasi s"roranluaJrasah adalah badan evaluasi mandri yang menetapkan

kelayakan program dan/atau saiuan-penoioixan _lenig.ng 
pendidikan dasar dan menengah ialur

formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan'

62. Badan Akreditasi pendidital r.ion+orrar adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan

kelavakan program dan/atau saiuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu

oadi Standar Nasional PendidiKan 
tkat

o: 6.*a. Fe.oidikan adalah t..urg. mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarz

yang Ped uli Pada Pendidikan'
64. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali

peserta didik, kolnunitas 
'.-r(or,n 

ata-u madrasah, Serta tokoh masyarakat yang peduli

u, 
,*llllrnSln.rah/Madrasah 

adarah guru yang diberi rugas rambahan sebagai Kepara satuan

..o 
of:,1:',flrrrrakat 

adarah penduduk Kabuparen Kediri, penduduk ruar Kabupaten Kediri, dan

- 
*urg-u negaia asing yang tinggal di Kabupaten Kedtn .- ^^^ ^amarinrah vano mcmDu

ri7 Nrasvarakat adalan Xetomp"o"f *"g' ntgu" lndonesia non pemerintah yang mempunyai
- 

perhitran clan peranan dalam bidang pendidikan' 
-onnnrrnakan seb2

68 Budaya membaca ,d,h;"k;;;;it *t.gt masyarakat Yano menggunakan sebagian

waktunya sehari'hari tt*iu ltJui g'na 
"untuk membaca buku atau bacaan lain Yang

bermanfaat bagi kehiduPan

69. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya

sehari-hari secara repat guna untut< bitalar guna meningkatkan pengetahuan

70. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah iebiasaan waroa belaiar menggunakan sebagian

wdftunya seha|.r-hari paoa na.-errr,r,i sekolah secara tepit guna untuk belajar di luar 1am

se(otan

Pcndidikanberlungsimengembangkankemampuandanmembentukwatakwargamasyarakatyang
cerdas dan bermartabat ,rtrk ;il;;;;k;n r.morp,n yang b-eradab' bertuiuan mengembangkan

ootensi peseda didik menjadi rn""ii-iatS uerrman oan berlaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

oerakl'lak mul'a, sehal, Ue'itmu catap' kriatif' mandiri' mampu bersaing pada taraf nasional dar'

lnternasional serta menjadi *,r.g,;'iy"'xul yang demokratis dan bertanggung iawab'

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

lrl plnaiOiian diselenggarakan secara profesional'- transparan dan akuntabel serla menjadi

' ;ffi;^ il";;|.iirJ p.,r.i.[r, F.rL,i,,tar-] p,opinsi, Perrierintah Kabupaten, Masvarakat

d11P Peserta Didik.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3
i
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(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai salu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan

multrmakna.
(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara

berkesinambungan serta berlangsung sepanlang hayat

(4) pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung

tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan'

(S) pdnOiOiian diselenggarakan cjaiam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan

dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi

segenap warga masyarakat.

(7) Pe;didikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah

dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam

penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu

iZ1 Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.

iSi Wirgu masyarakat yang memiiiki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalamt hambatan

sosial berhak memperoleh pendidikan khusus

(4) Warga masyarakat yang memiliki polensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak

mendapatkan Pendidikan khusus,

(5) Warga masyaiakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana

sodial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus

(6) Warga masyarakit berperanserta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu
' ' pengitrnrrn dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi,

keluarga. bangsa, dan Lmat manusia

Bagian Kesatu

Warga Masyarakat

Pasal 4

Pasal 5

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 6

Orang tua berhak berperan serla dalam memilih satuan pendidikan dan memperoieh informasi

perkembangan pendidikan anaknya.

Pasa 7

(.1) orang tua harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk

memperoleh Pendidikan.
(2) Orang tua harus menrberikan kesempatan kepada anaknya untuk bedikir dan berekspresi

sdbuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.

(3) O.rbng tua harus mendidik anaknya belajar di rumah.

(1) Warga masyarakat harus mengikuti pendidikan dasar sampai tanlat'

iZi War6a masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan

penyelenggaraan Pendidikan.
(3) Waiga misyarafat berperanserta menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya

membaca dan budaya belajar di lingkungannya
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Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal B

Bagian KeemPat

Peserta Didik

Bagian Kelima

Pendidik dan Tenaga KePendidikan

Paragraf 1

Pendidik

.i

tat orlno tua harus membiayai kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali*' 
;;;'".r;;s u, ,,rng iidri,-rrrpioapit oiueuasran dari keharusan te6ebut dan menjadi

tanggung iawab Pemerintah Kabupaten.

(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

program Pendidikan.
(a F;#s6i,1a iebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Pasal 9

(l)Setiappesertadidikberhakmendapatkanpendidikanagamasesuaidenganagamayangdianutnya
dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

iz1 ietiap,'peserta didik yang' m6miliri ieteuinan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan

program akselerasi.

tll 'srtiip p*.,tadidik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka

'-' p.ngln',urngrn pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan' dan kemampuannya'

t+t Fliirta diOik yang berprestasi dan/a'iau yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan

" 
Uernaf<, menaapatk]an beasiswa dan/atau 

-baniuan 
biiya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah

Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat'

(5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya'

i6i ilili;;;,; didik berhak mencari, menerjma, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

'-' ini.r.fitl.iou. usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan

dan kepatutan.

. Pasal 10

(1) Setiap peserta didik harus menyelesaikan program 
. 
pendidikan sesuai kecepatan belaiarnya dan' 

tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan'

(2) Setiap peseria OiOit harus menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan

proses dan keberhasilan pendidikan.

(3) betiap:peserta didik harus mengikuti proses bela.iar setiap hari efektif di sekolah,

iai Sutiapttpe.erta didik harus memelitrara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan

keamanan pada satuan pendidikan yang bercangkutan.

(5) Setiap peserta didik harus mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 1

pendidik terdiri dan guru, tutor, pamong belaiar, instruktur, fasilitator atau. sebutan lain yang sesuai

dengan kelkhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.'- 
. .
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Pasal 12

(1) Gu

a.

b.

c.

d,

e.

ru Sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 1, dalam melaksanakan tugas berhak;

mempJmleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan iaminan keseiahteraan sosial;

mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi keria;

memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intetektual;

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menuniang

kelancaran tugasnya;

f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan,

dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. memperoleh rusa aman dan iaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

h. meiniliki kebebasan untuk berserikal dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas

dan kewajibannya;

i. merniliki kesempatan untuk berperan dalam panentuan kebiiakan pendidikan;

j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan

kompetensi;

k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya,

(l) uatam merattsarrairarr i.ugas guru berkewaiiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan

belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;

c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan

seialan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;

e. memberikan keleladanan dan menciplakan budaya membaca dan budaya belajar;

f, berlindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agarna, suku,

ras, dan kondisi flsik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta

didik dalam pembelalaran;

g. menjunjung linggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan

etika;
h. memelihara dan memupuk pe6atuan dan kesatuan bangsa.

(3) Ketenluan Iebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dalam melaksanakan tugas berhak :

a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial

berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;

b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi keria;

c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari

pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;

d, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas

dan kewajibannya;
(2) Dalam melaksanakan tugas tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang

sesuai dengan kekhususannya berkewaiiban :

a, menyusun rencana pembelajaran;

b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media
pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelaiaran yang sesuai;

c, mengevaluaci hasil belajar peserta didikj

d menganalisis hasil evaluasi belajar peserta dldik;

e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;

f, mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformali
g. melaporkan kemaluan belajar.
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I Pasal 14

111 Tenagakependidikan meliputi pengelola. -satuan 
pendidikan, penilik, pengawas, peneliti,

' ' 
pengeiiiOang pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar'

(2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan: . .' ' a. pingnisitan dan jaminan keseiahteraan sosial yang layak dan memadai:

b. penghargaan sesuai dengan ttrgas dan prestasi kerja;

., bemtinain karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas'

(3) Tenaga kependidikan berkewajiban :' ' a. mLnciplakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dtalogis,

inovalif , dan bermartabat,

b, rnempunyai komitmen secara profesional Untuk lneningkatkan lnulu pendidikatt,

c. mdmberikan tauladan dan meniaga nama baik lembaga dan profesi;

d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragral2
Tenaga Kependidikan

Bagian Keenam

Pemerintah KabuPaten

Prs,41s

Pemerintah Kabupaten wajib:

a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, menrbimbing, dan mengawasi penyelenggaraan

pendidikan;

b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini,

satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;

c. menelapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,

G),
masyarakat tanpa d iskrim inas

san wa ib bela ar 9 tahun

ana guna terselenggaranya wajib belajat 1 i tahun khususnya bagi peserta didik dari

keluargb tidak mampu dan anak terlantar;

pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;

memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaoa keoendidikan yang profesional, sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya

pend-rdikan yang.bermqtu;
j. niemibsilitasi tersed-ianya pusat-pusai bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap

desa,4<elurahan;

k. mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belaiar peserta didik di rumah;

L mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;

m, membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;

n. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya
pendidikan yang bermutu;

o. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna

mendukung pendidikan yang bermutu;
p. memberikan duxungan kepada perguruan tinggi dalam rangka ke(asama pengembanga I ilmu

pengetahuan dan teknologi;
q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklirrryang

kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendid,kan;

() rngtrlglgnS dunia usaha/dunia industri untuk berparlisipasi secara aklif dalam penyelenggara, n dan
" lcrrrr'rgkal.]lr n)rrlu pendrdrkart.

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

memberikan layanan dan kemudahan serta meniamin pendidikan yang bermutu bagi warga

li
e, mqlyediakand
f. menyediakan d

s
h,



7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4235) ;

B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4286) ;

I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara RepLrblik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301) ;

'10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ;

1'1 )Undang-Undang Nomor 10 TahLrn 2004 tentang Pembentukan Peraturan' Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negar$ Republrk lndonesia Nomor 4389) ;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahln 2004 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) ;

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Peme\ntahan Daerah (qernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor \ 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438) ; \
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahr| 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4586) ; \ .t

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pe'Eawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
RepLrblik lndonesia TahLrn 2000 Nodor 193, Tambahan Lembaian Negara
Republik lndonesia Nomor 40'14) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik rndonesra Tahun 2005 Nomor 4'1,

Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Nomor {498) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang {Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia TahLn 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578) ;

lB.Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran l.legara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20.
Tambahan Lembaran Negara Repubilk lndonesia Nomor 4609) ;

19 Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerinlah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomol 4737) ;

20 Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiallahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741) ; -

21 Percluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan
Akreditasi Sekolah/ Madrasah ,

22 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor '13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

23. Peraturan lr,lenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar lsi

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan fu'lenengah ;

24. F'eraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan ;

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasronal Nomor 22 Tahun 2006 dan
N/enteri Fendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006;
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BAB V

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

pendidikan formal. non formal' \an informal yang dapat saling

rdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah' dan pendidikan

pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi' vokasi' keagamaan'

Pasal '17

1;rrr,.).noi
inefengkaPi

(1 dikan terdiri atas

dan rnemPerkaYa

(2) Jenl didikan {ormal te

mencakuP(3)'Jenis Pendidikan
ban khustrs.

Jalur, lenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud ,lalant Pasal 1d diselurrggtttttLrttt'

i'.ririi,t.r, K-abupaten daniatau masyarakat' dapat diwujudkan dalam bentuk :

a. pendidikan anak usia dlni (PAUD);

b. pendidikan dasai
c. pendidikan menengah; I

d. pendidikan tinggi; ' ]

e. pendidikan non formal;

f. pendidikaninformal;
g. pendidikan bertaraf inlemasional dan berbasis keunggulan daerah;

h. pendidikan khusus dan layanan khusus;

i, pendidikan jarak iauh;j, pendidikankeagamaan.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 1B

('1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh

potensi anak usia drni secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai

dengan i,lahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan

selaniulnya.
(2) Pendidii.an anak usia dini bertujuan :

a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

hpriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kritis,"kreatif, inovalif, mandiri, percaya diri dan meniadi warga masyarakat yang demokratis dan

bertanggungjawab;
b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik

pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan

menyenangkan.

Paragral2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasa! 19

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

(1) Pendicjil.an anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan

informal.
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(2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada ialur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), metlpuii Tx, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajal'

iS) BLntuf'satuan pendidikan anat usia dini padi ialur pendrdikan nonformal sebagaimana dimaksud

pada ayal (1), meliputi KB, TPA, TKO atau bentuk lain yang sederaiat'

tat 
'gentrk'pgndiOikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat

' ' 
tll, ..irprirn pendidikan yang ditafsinafin dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan

yang dilaksanakan masyarakat setempat.

ro irr:- p.rl,oixan anar'usia dlni sebigaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan

umum, keagamaan dan khusus

11

Pasal 20

penyetenggar{$n pendidikan pada TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program

pembelaiaran satu tahun atau dua tahun.

Paragraf 3
Peserta Didik

(1) Peserta didik TPA atau lentuk lain yang sederaiat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam)

tahun.
(4 ;il;'1a didik KB atau bentuk lain vang sederaiat berusia 2 (dua),tahu":'it,'lj !tT:!]tlYt
i5i p"r.rt. didik TKO atau bentu[ lain ylng sederajat berusia seiak 4 (empat) tahun sampai 6 (enam)

tanun.
(4) iil;da Oiiiit rf, RA, BA, atau bentuk lain yang sederalat berusia antara 4 (empat) tahun sampar

dengan 6 (enam) tahun. 
pasal 22

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederaiat

diseiuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal2l

Pasal23

peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun non-formal dapat pindah

ke jalur atau saluan pendidikan lain yang sedera,iat.

Paragrat 4

Penyelenggaraan

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan

anak usia dihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Pasal 25

(i) pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keincjahan, serta memberikan

dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serla

kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di

masyarakat seialan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional

\

Paragral 1

Fungsi dan Tujuan
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(2)Penyelenggaraanpendidikandasarbertujuanmembangunlandasanbagiberkembangannya
potensi pesgrta didik agar..nirJi.r*"i. beriman.dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa'

[.i.irrrir mulia, senai neatmu, catap, kritis, kreatif, inovalif, mandiri, percaya diri, dan meniadi

*rrg; ;rryirrkrt yang o;okratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih

(1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal'

izi a..trk satuan pendidikan dasar sebagaimina dimaksud pada ayat (1)' meliputi SD, Ml, atau bentuk

lain yang sedeiajat serta Si/P, lr'lTs atatr bentuk lain yang sederaiat'

te) sD di.'ilr terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program

akselerasi.

tai Jenis penOiOikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan trmum,

keagamaan, dan khusus.

lanjut

Pasal 26

Paragraf 3

Pese(a Didik

Pasal2T

(1) Peserta didik pada SD, Ml, atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6

(enam) tahun.

tZt bigi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat
' ' 

riiterima selel3h memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog'

(e) peserta didik pada Str,tp, tUfs, atau bentuk lain yang sederajat adalah ltrlusan SD, Ml, atau benttlk

lain yang sederajat.

Pasal 28

(1) Peserta didik pada sD, Ml, atau bentuk lain yang sederajat, sMP, MTs, atau benluk lain yang

sederajat dapat pindah ke ialur atau satuan pendidikan lain yang setara'

12) Peserti didii yang belajar secara mandiri dapat pindah ke sD, Ml, sMP, MTs, atau behluk lain yang

sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 
-

1a1 eeserti didik yahg belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, Ml,

SlilP, atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragral 4

Penyelenggaraan

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati'

Bagian Keempat

Pendidikan Menengah

Paragral 1

Fungsl dan Tujuan

Pasal 30 v/

(1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserla didik untuk dapat melaniutkan ke

pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat.

Paragral2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

I

I

I
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Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

1) Pendidikan menengah diselenggarakan mel

Pasal 32 "

alui jalur Pendidikan formal

2) Pendidikan rnenenQah berbentuk SMA, MA' SMK, dan MAK, atau bentuk lain Yang sederajat

Slr,1A dan l'/A dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belaiar lebih
3)

,L
!anjut di pendidikan tinggi dan hidup di dalam masyara kat

tl !- ',er4ii aizs I /tiga) tingkat, kecuali progr ar-n akselerasi dan untuk SMK dan MAK dapal

ortamoan satu tlngkat -- ---.J,,,ir,^^ ,,-,,m rza.

(q i;;i;p.r;6kan"sebagaimana djmaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum' keiuruan'

keagamaan, dan khusus.

Pasal 33 "/

Paragraf 3

Pese(a Didik

Pasal 34

I1}PeniurusanoadaSMruMAKataubentuklainyangsederajatberbentukbidangkeahlian'

iZi S.tlp O,oung keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian

(3) pengembangan lenis program teantian seuagalmana dimaksud pada ayat (2). di dasarkan pada

perkembangan itmu peng;tahuan, teknologi, dan/atau seni' dunia industri/dunia usaha

v,2tz1z2?l eaaan r,ril secara'naiLnat, regionit maupun global, kecuali untuk program keahlian

yang teirait bengan ulaya-upaya pelestarian warisan budaya'

14) Penataan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan Pemerintah

'-' bln"rrl"rut.run ..oupJtkrn maiukan dari pemangku kepentingan (stakeholdcrs)'

peserta tidik pada SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat

;;ilt;; ili;;;; ir,rp, urrr, Paket B, atau satuan pendidikan lainnva vang sederaiat'

fi Pasal 35

(11 peseia didik oada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk 1ain yang sederajat dapat.pinCah program

keahiian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan

l

i

l

r:r:r- 
-^^i ^.li m

(2) Pendidikan menengah keiuruan berfungsi menyiapkan pese(a didik meniadi manusra

oroduktif dan mampu bekJ;;;anoiri terrtara untuk bekeria dalam bidang tertentu sesuat

persyaratan pasar kerja. 
pasal3l J

{1) Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi bcrkembangrtya. potcnsi

^Acorr2 rtiriik eoar n.'.ni.Oi-minusia beriman 
-dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bffiilil,;:Liri i'.ir"lt'mp' kritis' kreatif inovatif' mandiri' percava diri' dan

menjadi warga n.gr,,"""'r'*'. l9;9*"1's. dan berlanggungjawab untuk mengikuii

p.nd,Oiirn lebih lanjut atau bekeria dalam bidang tertentu',

(2) pendidikan menengah ,",r* 
-u.,tlirr*- 

untut< memoentuk manusia berkualitas secara spiritual,

emosional, intelektual, r,iorp' ,.nati- r.rp.a*r pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan

keterampilan, menlaOi anqg;ta *aiyarrt ai yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta

didik untuk mengikuti penoioiran reuin ranjut ieiaian oengin pencapaian tujuan pendidikan n^asional

(3) pendidlkan menengah Xeluiuun Uertriran untlf memOentuk manusia berkualitas secara spiritual,

emosional, intelektual, oun n$r, ying'mengrasai ilmu penoetahuan, teknologi dan seni, memiliki

sikap wirausaha oun ,.ro.,jrai"u."rri toi,p.t.nri keahlia-n kejuruan kepada. peserta didik untuk

bekeria dalam lioang tertint,; orn orp.i'r.ngikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan

pencapaian tuiuan pendidikan nasional
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(2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada ienjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke

SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat

' ParagraI4
Penyelenggaraan

Pasal 36

Kelentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana

Oimi1.suO Oaam pasit 30 sampai dengan pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Kabupaten mendukung dan/atau membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain

pengaturan kunkulum akreditasi dan pengangkatan tenaga akademik'

121 irern'erintah Kabupaten memberikan pertimLangan pembukaan dan penutupan serta perrbinaan
' dan ,penertiban penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(f) iremerintjh Kabupaten mendukung dan/atau membantu penyelenggaraan kegiatan
' ' 

ekstrakurikuler dan penelitian pendidikan tinggi yang relevan dengan kepentingan daorah.

(4) pemerjntah Kabupaten mendukung dan/atau membantu kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa,

penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa yang tidak mampu dan penyelesaian studi bagi

mahaslswa yang berprestasi yang bersal dari masyarakat Kabupaten Kediri.

Pasal 37

Bagian Keenam
Pendidikan Non-Formal

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 38

(1) Pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikari

formal bagi wa'rga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan
potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta

pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepaniang

hayat,
(2) Pendidikan non-formal bertuiuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup,

keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau

melanjutkan pcndidikan kc lenjang yang lcbih tinggi dalam rangka mcwuludkan tujuan pcndidikan

nasional.

Paragrat 2

Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 39

(1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk
lembaga kursus;

lembaga pelatihan;

kelumpok belajar;
pusat kegiatan br:lajar masyarakat;

a

b

c

d

a

f. satuan pendidikar yang sejenis

Bagian Kelima

Pendidikan Tinggi
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(2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyeleng-garakan pendidikan bagi warga masyarakat

yang memerlukan bekal 
"pengetahuan' keterampilan' sikao dan kecakapan hidup untuk

mengembangka'r oi,i, ,.ngu,.lJ';;;t""tirttittittl';'-berusaha mandiri' dan/alau melaniulkan

oendidikan ke tingkat yang lebih tinggi'

pr [".r.'ffi'uLrr;;i;;il.i;^i;;;r[Ji iesiat.n unruk menampuns dan memenuhi kebutuhan belaiar

sekelompok warga ...Vr*'iiiVtng inqin Oetalar metalui jalur oendidikan non{ormal'

(4) Pusat kegiatan uerarat 
'"niasv"ara"lit 

'ettasiritas' 
penvelelggaraan 

, lejb-T^i,.1:Stu'
pendidikan nonformal untuk mewupdkan masyarakat gemar beta]ar dalim rangka mengakomodasi

kebutuhannya akan ,.J[:i#"';;;.irig 
" 

t ;rt dan berasaskan dari, oleh, dan ttntuk

,r, ilTJIJ?:i,L menyelenggarakan pemberaiaran agama rsram untuk memenuhi berbagai keburuhan

'-' ;.,;j;; masyarakai pada plur pendidikan nonformal

Pasal 40

tr-:.:-i: :t.,:,.: ra:'' ' f '1.\:"'.-r "-.\.\.:

a. Pendidikan kecakapan hidup,

b. Pendidikan anak usia dini:

c. PendidikankePemudaan;
d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;

e. Pendidikankeaksaraan,
f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

g. Pendidikan kesetaraan; dan

h, Pendi(ikan lainnya.

Pasal 41

(1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan
pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial dan

kecakajoan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
(2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual,

kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk beke{a, berusaha dan/atau hidup mandiri.
(3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-

program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 42

(1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan pendidikan
yang diselenggarakan untuk mempesiapkan kader pemimpin bangsa.

(2) Pendidrkan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada
pengual3n nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, etika oan kepribadian. estetika,
rlmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, kecakapan hidup bagi pemuda
cohanai kader oernimoin bangsa.

(3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang
keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan

budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan,
kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan

kewirausahaan.

Pasal 43

('1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d

merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

(2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi rneningkatkan kemampuan perempuan dalam
pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar

kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.
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(3) Pendidikanr pemberdayaan perempuan mencakup'
' ' a. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;

; b;;;"Uh;. iernaoip pelanggara-n irak-hak dasar perempuan; dan

. P.nyrtrrrun terhadap harkat dan martabat perempuan

Pasal 44

(1)PendidikankeaksaiaansebagaimanadimakstlddalamPasal40hunrlemerupakanpendidikanbagi
waroa masvarakat ,.ng out";;'u'';;;;;fupal rnenrbaca' trtettrtlrs' bethiltrrtg' bortr;rltrtsa

ffi'n"e#,'ffi'"Lltp.i,,,-s.i'ffi daiar untuk meninskatkan kualitas hidupnva'

(2) Pendidikan keaksaraan nertunisi memberikan kemampuan dasar membaca' menulis' berhitung'

dan berkomunikari Orr, oui'u'r, i.ii,..ri, f.prl, peserta OiOif< yang dapat dimanfaatkan dalam

kehiduPan sehari-hari'

(3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup'

(1)PendidikanketerampilandanpelatihankerjaSebagaimanadimaksuddalamPasal40huruff
merupakan pendidikan vrng ii..i.ngg.|.r'k.n untrk meninqkatkan kemampuan peserta didik

dengan penekanan pada p:tguu;:;#"k;;tJtpiiinl'ngtionai yang sesuai kebutuhan dunia keria

,L'it.urtrr,unnya untuk menJadi manusia produktif

(2) Pendidikan keterampilan d,;'';;i;i'h;; k;ia berfungsi untuk meningkatkan dan mengembanskan

kemampuan peserta didik denlan penekanan pada penyuasaan pengetahuan dan keterampilan

fungsional serta pengembi',ri=t' til'p 
-o'iit",'!lglll, 

proiesional sesuai dengan kebutuhan

Or.l. f.q. atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

pendidikan yang leltih lingtli
(3) Peserta didik pada najelis laklrn adalatt raarryarakil tlllt)rr yittttl ttttltt lt ttlnt rlm ttt nltltttti

ajaran lslam dan/atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.

(4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.

(5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakal usia 15 (lima belas) tahun ke

atas yang belum dapat membaca, menulis berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa

lndonesia.
(6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh

pendidikan setara SDi Ml

(1)Pesedadidikpadalembagapendidikan,lembagakursus'danlembagapelatihanadalahvlarga
' ' ;;:;;d;;r:rs ;.il;i;t"ue[ar 'nr'i 

mens-embanskan diri' bekerja mencari naftah dan/atau

meljnjutkan pendidikan ke tinqkat yang lebih tinggi'

ta p.r.ri.'o,oii, pada kelompoi #ta15r Oan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga

'-' Inirvrirkrt yang ingin neta;iiirntr* rnengembangkan rliri, hekeria, dan/atart melanjrtlkan ke lingkal

(1)PendidikankesetaraansebagaimanadimaksuddalamPasal40hurufgmerupakanprogram
pendidikan nonformal Vrng 

";.ny.i.nggarakin 
penOidit<an, umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan

bl/lell,rn vrng mencakup program Paket A, Paket B' dan Paket C'

(2) Pendrdikan keselaraan u.,tt',g;i ttb'g'i 'layinan jeniang pendidikan dasar dan menengah pada

jalur Pendidikan nonformal,

6t irrnoramipaket A berfunqsi memberikan pendidikan umum setara sD/Ml.

)i( br.lir"i]p.x.i a b.tfrd.i memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs'

iii i,'.irrr'prr,"i c o.rtun-gsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA'

ioi b.-.liilia^ t...ti,r.n Jirrr..nrkan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 3

Peserta Didik



(7) Peserta didik pada Program Paket E adalah anggota masyarakat yang telah lulus prograrrr Pakot A'

atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yeng berminat menempuh pendidikan setara

SMP/MTs

fgl Feserta didik pada program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B,

atau sMPiMTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara

SMA /IVA

- ta!-

Paragral 4

Penyelenggaraan

Pasal 48

Ketentuan lebih lanlut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagairnana

dimaksud datam pasil 37 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pendidikan lnformal

Paragra'f 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 49

(1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna

mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan informat bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya,

nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pangral2
Bentuk dan Program Pendidikan

Bentuk dan Kegiatan

Pasal 50

(1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan

pembeiajaran secara mandiri
(2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan yang dilakukan

melalui rnedia massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta

interaksi'dengan alam.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 5'l

Paragraf 4

Pengakuan Hasil Pendidikan lnformal

Pasal 52

(1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal selelah melalui

ujian oleh lembaga yang dituniuk oleh Pernerintah/Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupatcn.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

I

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.



,,, ::::t#1,-Tl.1x.l['jffi]e,#i.:ixl]::^'::::: :':::' "'*'''aran 
untuk menshasirkan

rrr banrrirrirran tertaraf internjs'ffi'-iartrir* untuk menyiapkan . 
peserta didik yang memiliki

*ffiuffi tg$fiei,igg,.l3gtq6fl'fliffi ffi 
'

'' oenoetahuan ketramPilan

!il,i.ilr, 
tt-..r 

ri l an bu d ava m asva rak at d aerah

B*''lf:1lT:[asis 
Keunssuran Daerah

Pendidikan Bertaraf lnternatior

Paragraf 1

Fungsi dan Tuiuan

Pasal 53

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Fesel Sl

(1)PendldiRanDeftarailniemasona\i1isduqg.rl.'.t\r.\t\rt.'tr\.r\trr1.t\inlrrrtlrr\\itrrNttttitlrltttl,t\tit

,o 1..10..ffi'j, berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melarui jalur pendidikan lormal, nonlormal

,, B'J;,i1lilttff:raf intemasionar dan berbasis reunssuran daerah pada iarur pen-didikan rormal

''' l#..iri rxliolUr, sr,rp, 
^ii.ltun, 

r',rn, su*, iin trlnx serta satuan pendidikan lain vang

(4 ;:l..J,.itd"?:. bertaraf intemasional dan berbasis keunggulan daerah ' nonformal berbentuk

lembaga kursus, r.rurg, p;Ltih'; serta satuan pendidikan lain vang sederajat'

(5) pendidikan berbasis teungg,"uil.'or."t-i.o*a berbentuk oendidikan keluarga dan lingkungan'

iOt .tents pendidikan U.rtrot 

"nifiJ.'.i,.i 

Oii il.O*i.-keunggulan daerah sebagaimana dimaksud

'' ;illi1fi; r)"t tzid]pa mi'pu p"nouirtn umum' keluruan' keasamaan' dan khusus'
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Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 5b

:

(1)PemerintahKabupatenmenyelenggarakan.sekurang-kulanonyasatupadasatuanpendidikan
dasarrdan pendidikan menengah untuk dikembangian rieniaoi satuan pendidikan bertaraf

intemEsional.
(2) perndiintah Kabupaten menyerenggarakan sekurang-kurangnya satu pada satuan pendidika't

,', u.'ji"u; p"nJio'irun ,.n.ngah untuk dikembangkan m-enladi satuan pendidikan berbasis

,r, [,:jr,rirnl'*1iilrtl3lr.ny.,.nss.,akan satuan pendidikan berlaraf inremasionar dan pendidikan

' 
berbasis keunggulan daerah trakat dalam penyelenggoraan dar)

14) Pemerintah Xibupaten mcmbimbing dan membantu masyi
,,, 

ffi;";;;il;;r5trr. p.roililr. iertarai intemasional dan berbasis keunssulan daerah.

Ketentuanlebihlanlutmergenaitatacarapenyelenggaraarro€ndidikanbertarafintemasicnaldan
berbasis keunggutan daerah *irgr##iil.rlrJ o"u]* Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 diatur

den!an Peraturan BuPati

Pasal 55

a,

I

i

I

I
i

I

I

I

I

I

I



(1) pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki

tingkati kesulitan dalam mengikuti proses pembelaiaran karena kendala fisik, emosional, mental,

soiial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

(2) pendidikan khusus bagi pesertadidik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial

bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian

seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.

13) pendidikan khusus bagi-peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

bertuiuan untuk mengembangkan kelebihan kuailtas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional,

sosial dan bakat istimewa yang dimilikinya'
(4) pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik karena

mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(g PendiOit<an layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara

berkesinambungan.
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Bagian Keenam

Pendidikan Khusus dan Pendidlkan Layanan Khusus

Paragra'|2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 58

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasat 59

?4*2 ii!.ik .,/.2- .E l;Ak ?r. '<r $)E a"r tz;1.4 2r..<? gza- ./2J2t 1"112 -.4..1-4._.yA lr,fi;,.,t ,ry'1,?\
ir.. > !'d4,21 1€{-4ar ef Z Ardr:..i:C.-a4"-'-'4.A..7

(1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui ialur pendidikan formal,

nonformal dan in{ormal
(2) Pendidikan khusus formal bagi peserla didik ynng nrorrrlliki korrlnln liriik, nrrrruiorrtrl, ntrtt\1il|, uuiltrtl

berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kolas irrklrrlll rururli rlorrl;nrr llnhlltJ t1(rilltl
masing.

(3) Pendidikan khusus formal bagi peserla didik yang memiliki potensi kecerdasan danlalau bakal,-r.!r:*r. qrprt diserenggarakan pada satuan penoioixan sotri,rr, srrlpl1rrs,-s-lrr-anfi,"iirrurr,rnx
atau bentuk Iain yang sederajat.

(4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserla didik yang memiliki potensi
kecerdasan danralau bakat istimewa sebagaimana dimaksui pada ayat (i) o'rpri olirirLrn oa,bentuk keJas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.

(5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakatistimewa dapat berupa program percepatan, piogra, pengayaan, atau gabungan program
- percepatan dan program pengayaan.

(6) Pendidikan.kh.usus dan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok berajar,lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang seOeraiat.
(7) Pendidikan khusus dan rayanan khusus intormaioefuentui-jendidikan keruarga dan ringkungan.(B) Jenis pendidikan khusus dan rayanan khusus s"uagrilan, dimaksud ayat (i) dapat berupapendidikan umum, kejuruan, keagamaan,dan khusus.

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 57
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Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus

sebagaimana dimaksud dalan Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Jarak Jauh

Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarrk.t ;aapsall ff.ny.t.ngg.r.rrn pendidikan jarak jauh sesuai

dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Keagamaan

Paragral 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 62

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama
(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berurawasan

luas, krilis kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulja-

Paragral2
Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 63

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur sesuai dengan
Lalanhran nerahJran Oerundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 64

(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan

keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang+ndangan,

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 dengan Pasal 64 diatur dergan Peraturan Bupati,

l

E . .1-';--j
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BAB VI

PENGELOLAAN PENDIDII$N

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

Pasal 67

(1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud Oa]a1ia1ar 66 didasarkan pada program kena

.tan ennn2rAn trn,,nan yang iisisun sesrai dengan ketentuan peratufan perundang-undangan

(2) Prosram keria dan .ngg"'l'"';"h;ni;;;il;iil'* dimaksud pada avat (1) vans disuwn oleh

Pemenntah Daerah didasarran ptJt ntntun' Pembangunan Jangka MLnengah Daerah (RPiMDl

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) t

(3) program keqa dan ,nggr,- ;h";nun .rb.i.i.rn, dimaksui pada ayal (1) yang disusun badan

hukum penyelenggara saluan il;j;il;il;A jalur pendidikan formal dan/atau badan hukun

penyelenssara ,r,un ptni'oi'ri; .;:li. *tlftsidikan 
nonformal didasarkan pada rencana

straiegis maslng-masing menoacu oada RPJMD dan Rl'Jl'u'

(4) Program kerja dan ,ngg.r',ntt"'"n'll;"seut;;''rn;;; dimaksud pada avat (1) yang disusun satuan

pendidikan pada ialur p.tiioiitit tt*'i o'"n ttt"n penoioixin padi latur pendidikan n-onformal

didasarkan pada rencana s;aiegis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD'

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 68

11)Buoatiberlanggungjawabmengelolasistempendidik.an^didaerahdanmenetapkankebiiakan' ' J"J"t, oiuiaarid pen.lloilran sesuai dengan kewenangannya'

(2,t Kebiiakan daerah di b,d;;;"1ili;iti;n-'..orq;in.i'|, dimaksud pada avat (1)dituanskan

' ' 
sekurang-kurangnYa dalam

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Daerah EPJMD);

[. n.n..n, Pembangunan Jangta Paniang Daerah (RPJPD); dan;

.. p.rrtu"n perundang-undangan daerah bidang pendlorKan'

(3) Kebiiakan daerah di o,ounl"'#li,oui."*o.Slifi.i Jimat<sud pada ayat (1) dan avat (2)

menbikat ;

u. i.tnm Perangkat daerah,

[. gro, hukum penyelenggara satuan pendidikan'

" irirrn oendidiran yanguelum berbadan hukum; 
.

d Penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan lnlormal;

e. Dewan Pendidikan Kabupaten;

i
i
I

(1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

a. Pemenntah;

b. Pemerintah ProPinsi;

c PemerintahKabuPaten;

d. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan. pada jalur pendidikan formal dan badan

hukum penyelengg.,, t"ti"n pendidikan padaialur pendidikan; dan

e saruan pendidikan p.0.1il;'ffiil]k;;' d;;'il.'ratuan pendidikan pada jalur pendidikan

nonformal.

fzl pengil';;; ;endidikan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:

a. Pemerataan akses peno'ffi O'n ptnt'p'i" ttandir minima mutu layanan pendidikan;

[. p.ningkrtut mutu, ielevansi dan daya saing pendidikan;.,

;. b;,iffii ;i;; .rur,iint,t' eRsiensi, akuntabilitas' dan pencitraan publik'
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f. Pendidik dan tenaga kependidikan;
g. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
h. Peserta didik;
i. OrangtuaArali peserta didik;
j. Masyarakat;
k. Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan

Pasal 69

(1) Pemerintah Kabupaten mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi,

mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan

daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
(2) Pemerirrtah Kabupaten bertanggung jawab:

a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan bertaraf internasional dan

berbasis keunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;

b, memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dlni, pendidikan dasar, menengah,
pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan bertaraf intemasional

dan berbasis kunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan
jarak jauh, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan

tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan

Pemerintah Kabupalen dan/atau masyarakat;

d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

e. menunlaskan program buta aksara;
f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bi,Cang pendidikan di daerah;
g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;

h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan menengah, dan ialur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan
penjaminan mutu pendldjkan,

Pasal 70

(1) Untuk melaksanikan akreditasi, Pemerintah membentuk Eadan Akreditasi Nasional Sekolah/
[4adrasah.

(2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pen.jaminan mutu satuan pendidikan darr/alau
program Dendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, slandar
nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendrdikan
Nasional.

(3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan akeditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau prograrn

pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

sesuai dengarr ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan

daerah secara online dan kompatible dengan sistem informasi pendidikan nasional yang

dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional.
(2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mencakup data

dan infonnasi pendidikan pada semua jalur, jenlang, jenis, satuan, program pendidikan.

(3) Pemerintah Kabupaten mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan

sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.

lg
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(4) Sistem'informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk

menuniang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.
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Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara

Satuan Pendidikan Formal dan Perdidikan Nonformal

Pasal T2

(1) Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara

pendidikan rronformal bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang

diselenggarakan.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:' ' 

a. 
-t,,1enlamin 

keteriediaan sumber daya pendidikan secara teralur dan berkelanjutan

bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. Menjamin aksei pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas

daya tampung satuan Pendidikan,
c. Mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang

diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan

nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan,.dan pedornan penjaminan mutu yang

diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional;

d. Memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi

sekolah/madrasah tingkat nasional/provinsi atau badan akreditasi nasional pendidikan

nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;

e. Tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f, Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan

yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Keempat

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kui'ikulum,

ncnvclenoo.-raan oembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,

pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belaiar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi

manaiemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan

pendidikan nonformal.

Pasal 74

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan

standar p€layanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Standar pelayanan minirnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan

Standar Nasionsl Pendidikan (BSNP),

(3) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada

;.rinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
(4) fetentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis

sekolah/madrasah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikernbangkan

sesuai dengan kebutuhan.

-

Pasal 73
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(1) Kurikulum program kegiatan belaiar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

' ' ,en.ngan,' pJndidikan .iarak iaui, dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional

pendidikan.

(2) kurikulum pendidikan pada ialur pendidikan nonformal, pendidikan informal,.pendidikan

berbasis keungEulan daeiah, din pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan standar

nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal'

l:l Xurgururir pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang
' 

diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

BABVII
KURIKULUM

Pasal 75

Pasal 76

Pasal77

Pasal 7B

(1) Kunkulum gada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan

' ' ronrorrnrr ou'rZl Jiieruangxu'n dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan

...rri 
-,btdn 

tuntutan' dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan
ll\ p:r:er:t ?^,::an krrrikrrlum sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)' dilaksanakan berdasarkan

'-' pnntlp-ptin.i"p sebagai berikut:

5. g!;asisiompeiensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;

b. Beragam dan terpadu;

c.Tanggapterhadapperkembanganilmupengetahuan'teknologi'senidanbudayasertakrLtdi
pekerti;

d, ilelevan dengan kebutuhan kehidupan

e. Menyeluruhdanberkesinanbungan,
f. Belalar sePanjang hayat,

g 6.ili..g ;tiirepiniingan nasional dan kepentingan daerah'

(3) Ketentuan lebih lanjut ,*g.; ;.dilin penwsunan din pengembangan kurikulum sebagaimana

'"' ';ililil p# ,viiirl oa-n avai (2) diatur densan Peraturan Bupati , . /" \ ' '^)

; 
" 

"" 
" 

1't \1 ''' ' 
l'"" tt/\:/' 

'

( i'. t ". ' BAB vlll
. I peHototxnl LHrm sATt'AN DAN JALUR PENDIDIKAN

(1)PesertadidikSD/MI,SMP/MTs,SMA/MA,danSMI(MAKataubentuklainyangsedeajatdapat:
a. Pindah satuan atau program pendidikan;

b Mengambit program atau il;ffiH; pada ienis dan/alau ialur pendidikan yang sama, atau

" ;te;;;d;;ipersvaratan akademik satuan pendidikan penerima'

{2\ Ketentuan lebih laniut ,*g;;;i'i;; ;;ra perpiiOatran peserta didik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur Peraturan BuPati

(.1}PesertadldikSD/MI'SMP/MTs,SMA/MA,danSMI(MAK€taubantuklalnysngsoderalatdapat
mengambil mata pelalaran 

l!atoa;;;;; 
ptnoioir'n pada satuan pendidikan nonformal yang

terakreditasi untuk memenuni'k.i.,[uuii rrrifrir. pendidikan formal vang bersangkutan'

{2} peserta didik pada ,rtrrn p.niioirrn nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program

pendidikan pada saruan ,.fiffi; iil;i'untur, ,6r..rni"beban belajar pendidikan nonformal

yang bersangkutan.
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Pas.ri i!

(1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa lndonesia'

iZ1 e.i,a..',.sing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa lndonesia untuk

meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB X
BUKU TEKS PELAJARAN DAI{ PAKAIAN SERAGAM SEKOI.AH

Pasal 80

(1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan

menengah dipilih dad buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(2) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh saluan pendidikan, dipilih melalui rapat dewan

pendidik dengan pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah.

(3) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam proses

pembetajaran dapat menggunakan buku diktat, buku modul, buku lembar kerja sekolah (LKS) dan

buku referensi.
(4) Buku teks pelaiaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila :

a. Ada perubahan standar nasional pendidikan

b. Buku teks pelajaran dinyatakan sudah tidak layak lagi oleh Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal B1

Pakaian seragam sekolah terdiri dari pakalan wajib dan pakaian pilihantoebas rapi.

Pakaian wa,iib yang dikenakan oleh peserta didik pada setiap,ieniang dan satuan pendidikan

mengjkuti yang beiaku secara nasional.

Pakaian pilihan ditentukan oleh satuan pendidikan dan pemakaiannya tidak bersamaan dengan
pakaian wajib.
KetenlL'an lebih lanjut mengenai pakaian wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peratuan Bupati.

Pasal 82

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan dilarang melakukan ponjualan buku

dan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan yang terbukti memaksa dan/atau

melakukan penjualan buku dan semgam sekolah kepada peserta didik dikenakan sanksi sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(3) pembelian buku teks pelajaran dan seragam sekolah diserahkan kepada peserla didik dan uan$

tua di toko buku atau di koperasi satuan pendidikan

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIOIKAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

(i ) Perdidik S€b€oamana dimaksud dalam Pasal 12 m€rupal3n \enu2a prcJY"l'na| !ao) |u)?r'$|a

merencanakan, *.t.iru,,.fin, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklaniuti hasil

pembelaiaran

i
!

i

I

I

I

I



(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas.melaksanakan

administrasi;peng.fofr.n, ptlg..'Urng,n, ptngt*"tn' dan pelayanan teknis untuk menunlattg

proses pendidikan pada saluan pendidikan'

Bagian Kedua

Porsyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 84

It

(i) pendid1i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan
t ' i o".p.E:* 

-.,inrgal 
agen pembetaiaran, sehat iaimani dan rohani, serta memiliki kemampuan

untu'k q'ewujudkan tujuan pendidikan nasional'

(a ili;kr:;i 
-';raoemii 

,eurgaimana 
- 

ormarsuo pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan

minimal 51 atau D lV'

(3) Kompetensi sebagai agen pembelaiaran pada pendidikan anak usia dini' pendidikan dasar' dan

pendidlkan menengah, meliPuti:

a. KomPetensi Pedagogik

b. Kompetensi Kepribadian;

c. Kompetensi Profesional; dan

d. Kompetensi Sosial

(4) S;;;il.dr;g tidak memirpi ijazah dan/atau sertilikat.keahlian sebagaimana dimaksud.pada ayat

''' iiit;6rifumititireantian inio* y.ng diakuidan diperlukan dapat diangkat meniadipendidik

setelah melewati uji kelayakan dan keselaraan '

(S) Ketentuan meng.nii p.riyrotrn tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat

(2) diatur dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan'

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 85
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Pasal 86

{1) Penoanqkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan

' ' proJlrjr.n p*oiolrcn anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati dengan

mempertrati[an 
-fescimbangin 

antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2) Pln"gangfahn, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
'-' piOiirt rn penOiOifan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang

bersangku[an, 
-dengan 

mempefiatikan pe6yaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan

peratuian Perundang-undangan.
f3t Fenqahqkaian, penempatan,-pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
" 

seOJgaiirana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak ada diskriminasi'

(1)Penugasanpendidikdantenagakependidikanpadasatuanpendidikananakusiadini,pendidikan
dasari pendidikar, ,.n.ffi ian pendiiikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah

Kabupaten dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas

/r\ pan,o,q2n nenrti6ik dan tenagi tepenOiOilan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
t ' O*ri p..a.,oik;; ;;;il";an' fenoidiran nonformai yang diselensgarakan masyarakat,

Oif rf,uirn penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan

I



(.1) pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri sipil

' ' ipli6j"pll, 
'rlil,i 

p..Jio*". )nrf ,ri. oini, pendioirin dasar, pendidikan menengah dan

oendidikan nonformal Vrng dl.;frnggrrik* F.*.iint tr XrUrpaten dilaksanakan oleh Bupali dan

lapit oititpanr,an tepidakepala Dinas sesuai dengan bidangnya'

t2) pemindahan tuqas penOiOik'i.n trnrgu kepend'idikan seb-agairnana dimaksud pada ayat (1)'

''' o,ijirii'i'1.,#-rir,, ptrui*,n kariier din peningkatan mutu pendidikan
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Pasal 87

Pasal BB

pendidikan waiib membina dan mengembangkan pendidik dan lenaga

Pasal 92

('1)Pemberhentiandenganhormatterhadappendidikdantenagakependidikan'atasdasar:
a. Meninggal dunia

b. Mencapai batas usia Pensiun

c. Permohonan sendiri

d. Dianqkat dalam iabatan lain

e. Tidak.dapat melaksanakin tugas secara terus-menerus selama dua belas bulan dan/atau

r I J-Berakhimya Perjaniian kerja
- (2) pembefientian tidak normaliertradap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :

a. Melanggar sumpah dan ianii iabatan;
[. rta.irtggit pttiinlian xe4a bin perjaniian kerla bersama' dan/atau

c. Melataikan kewajiban li* ,i.,iirrlrr,an irgas selama satu bulan alau lebih secara terus-

rar elii:tnta';a pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pNS berraku ketentuan perundang-

' 
undangan tentang disiPlin PNS

Bagian KeemPat

Pembinaan dan Pengembangan
Pasal 89

Pasal 90

{1)Pembinaandan.pengembanganpendidikdantenagakependidikanpadasatuanpendidikananak'" ;;'"1;l' p.d;k;; d;;, 'p"noioii'n meriensatr' dan pendidikan non-formal vans

diselenggarakan pemerin-f-i Olnlatiu masyarakaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 91'

meliputi pendidikan Orn p.r.tifrrnl tenaifun pangrat dan iablatan, didasarkan pada prestasi keria

dan dislPlin.
(2)Pendidikandanpelatihanpendidikdantenagakependidikansebagaimanadimaksu(ipada'-' .v.iiii, ,ntrl( meningkatkan a'tau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme'

' Pasal 91

Penyelenggala satuan

kependJdikan.

Bupati

(1)Pembinaandanpengembanganpendidikdantenagakependidikansebagaimanadimaksuddalam
pasat 92 ayat (1) yang *"Oiirk[-*V. i.U.g.i edga*di Neged Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2) pembinaan orn p.ng.rorng].-p..lioix t .rga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia

dinl, pendidikan orrrr, p.ffirii rn.n.ng.t', dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan

p€mBrlntah Kabupaten yr^;ia;ri;;;iiouian pdgawar Negeri sipil (Non PNS), dilaksanakan

(1)Pembinaandisiplinpendidikdantenagakependidikan'.padasatuanpendidikanana.kusiadini,
'" ;ililik;; oasar, 

'penoioiran 

"nt'ig'n 
ian pe-ndidkan nonformal yang diselenggarakan

e.r*nun Kabupaten meniadi tanggung iawab Bupati'

l

I

I

rl



\

pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Peqawai Negeri sipil (PNS) befiak

memperoleh penghasitan ,.rrri'i.tJnir"rn peraturan ierunOang-unOingan yang bedaku bagi Pegawai

:: :s.-clrE. :sElic :Er.ls\:i(:ff stqa t5ersnl\x iY.::}o f,n'ittf,tN '\\\\li\sr \r$ 'rsl

jn. :rooi.s .^, =l*G l*ol.tot' :s isrllk$ \N\\'l Nt\ ':N\\\Nrs\'\'
nas)a-akal nenixr tarffi rafao Frls$sgra ssrsl E*'tlu\$1)'sni' \i\snsN':s'

Bagian Kelima

Keseiahteraan

Pasal 93

Negeri Sipil (PNS).
Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 97

(1)Pendidikdantenagakependidikanpadasatuanpendidikananakusiadini,pendidikan
dasar, pendidikan *.n.ndJ,- J.n pLnOUiirn non-iormal yang diselenggarakan masyarakat

yang kedudukannya bukan t fi.*J Nti-tt Sipif fi'r-,pruSt' berhak memperoleh penghasilan ci

atas kebutuhun niOup minimi"ri Jan .iJminan kesejahterain sosial didasarkan pada perianjian

tertulis yang dibuat antara p*Vuftngg;"-t'tuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga

keoendidikan bersangkutan. lt ". 7' ):t". t' r''

., ;"#ffiiiil" ?Jorillil",iqpa' member/kan...subsidi , 
tunjansan tunssional dan keseiahteraan

tainnya kepada penOtOir< pli. saiuan penOiOifan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

,.t,irgrh, iun pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat'

(3) Dunta usaba dan dunia inou"stritp.ir.Lf.t, i|seiatrteraan pendidjk dan tenaga kep€ndidikan

oada satuan oendidikan ,.il;*?ii fendidikan daiar, pendidikan menengah, dan pendidikan

lrr[rmrr- v.rS diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat'

KesejahteibanpendidikdantenagakependidikanyangkedudukannyabukanPegawaiNegeriSipil
(Non_pNS), pada satuan p.*,ffi'r,{rt-*i, Oi.i, iendidikan daiar, pendidikan menengah' dan

5.^iiiri rii',i,,-"r.-iiy31ig ois.rengglrrkan-iemerinian Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan _Perundang-undangan'

Ketentuan lebih laniut mengenai keseiahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana

d;;k;r; dalam Pasa[95 sampai dengan 
-92 

diatur dengan Peraturan Bupati'

(1) Penghargaan kepada pendidikdan tenaga kependidikan diberikan atasdasarprestasi kerja'

' ' p.nd.noLn, keselaan pao, nega;, be6asi tertradap negara, karya luar biasa daniatau meninggal

dalam melaksanakan tugas.

t2) Penqharqaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau

dunia usaha dan/atau p.nyJ.nggrr. Oan pengeioia pendidkan berupa kenalkan pangkat, tanda

jasa atau Penghargaan lain.

(3,, Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat iuga diberikan dalam

bentuk piagam, bintang, lencana, dan uang'

t+) 
-x;t.;ir;;"Euin 

tanjui.menge;ai pembirian penghargaan kepada pendidik dan atau tenasa

" r,epenoo*ansebagaimanaoirr[.,Opadaayat(1)iayai (z)'oanayat(3)'diaturdenganPeraluran

BuPati.
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Bagian Ketuiuh

Perlindungan

:sr \
- :=-=-;.1g. ';;'-ra61:q1-tq1i13. :\TlrL11161: 15-r.1(6 \\'aE:\\\-\\ --E: \\-tN$ \\\\]l* r'n''

i --ein:-n;a s:tqeirra ireirsc:.te 3\a .''. -\ir\t
: lsrncj- -rcE:: hrjk.r:r yaog mar6\Lp Er.1.acaF i,ic6. \F\8\-ss.li. o\sr'ls"l. iF 3('.:Qii

diskriminatif, intimidasr. atau perlakukan tidak adil dari peserta didik, orangtua p€sBdd didik,

masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;

b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga
profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, pemberian imbalan yang lidak wajar, pembatasan kebebasan akademik,

dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
c, perlindungan keselamalan dan kesehalan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko

gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, benoana alam,
kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Bagian Kedelapan

Organisasi Profesi

Pasal 99

Bagjan Kesembilan
Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 100

(1) Dalam rangka pbningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan, dapat memlnta warga
negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan danlalau keahlian tertentu yang langka danlalau
sangat dipedukan sebagai pendidik.

(2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayal ('1) harus mendapatkan ijin

sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM
Paragrat 1

Pasal 101

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Selolah/Madrasah/PKBM, calon Kepala' ' 
Sekolah/Madrasah/PKBM pada satuan p€ndidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten

dan masyarakat, selaln memlllkl standar komp€tonsl mlnlmal dan kuali,ikasl Juga harue memenuhi

persyaratan:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kep'ada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik

lrrdonesia Tahun 1945

c, sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;

(1) Pendidik, dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah
yang bersifat rnandiri sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan dan tidak
mengganggu tugas dan tanggung jawab.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bertujuan untuk meningkatkan
dan/atau mengernbangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahleraan.

(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan profesi.



d. tidak pemah di.iatuhi pidana peniara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuata0 hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pioana ien;arapaling lama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengin iurat keterangin dari Keiolisian
setempat;

e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;f. memiliki kemampuan manajemen pendiditau
g, memiriki pengaraman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 4

(empat) tahun sejak diangkat menjadi pendidik;

I l,?r. mendapat percetujuan dari lembaga yang bersangkutan; dani, lulus seleksi yang dilaksanakan secara terbuka oreh timbaga independen yang ditunjuk oreh
Pemerintah Kabupaten.

(2) Pegawai Negeri sipir y.ans akan mendapal rugas tambahan sebagai Kepaia
sekolah/Madrasah/pKBM serain memenuhi oersyaraian sebalaimana dimaksud paoa i},at 10, iugaharus 

.memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi pNs sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Puagral2
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 102

Pasal '104

(1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menenga.h dan xepita pKBM yang oisaenggariian'iemerintah
, Kabupaten ditakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

(2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Madrasah paoi satuan pendidikan anak usi:r dini,pendidikan- dasar dad pendidikan . menengah ying dhetenggarat an oep.rtemen'ngr*,
^ drlakukan Kepata Kantor Deparlemen Agama.

(3) Pemindaian.. 
. 
dan pemberrrentian Kepala sekorah/Madrasah pada satuan pendidikan

anak usia dini, pendidikan 
, 
dasar, pendi,cikan menengah, dan pendidikan non-rorrfi.i 

- 
yuns

diselenggarakan masyarakat, 
. 

dirakukan 
.penyerenggari satuan pendidikan ying berc;ngiutan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un6a-n- sr.

paragraf3

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 103

(1) Kepala sekolah/Madrasah 
,.daram 

meraksanakan tugas dan tanggungjawab, pada satuan
.^ pendidikan dasar danpendidikan.menengah oiband wam xepar-iseiorarrrtli"rir.,.(2) Kepala Sekorah/Madrasah/pKBMbertanlgung 

-1awal 
alas penyelenggaraankegiatan

pendidikan, administrasi, membina pen-didik-da; tenaga kependidika;; ;;r-d;yag;rran s.rt.
^. memelihara sarana dan prasarana pendidikan.

(3) Kepala sekolah/MadrasnlipKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belalar 12
. .. (dua belas) tahun pada satuan pendidikai yang dipimpinnya.
(4) Kepala sekorah/Madrasah mendorong teitatiananyi ,iiin wa;io berajar di luar jam sekorah danbudaya membaca bagi peserta didik.
(5) Kepala sekolah/Madrasah/pKBM melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara
.^ periodik kepada Kepala Dinas atau Kepaia Kantor Deparlemen Alama
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme oan tata'cara plrtanggungjawaban peraksanaan tugasdan tanggungjawab kepara sekorah/madrasah/pKBM sebagaimrni oini.trrJpio-..vri'iii, oirt,dengan Peraturan Bupati.

(1) i(epala Sekolah/luadrasah/PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa dilingkungan sekoJah/madrasah atau ternpat betiiar ieng4ar yang cenderung mengarah k,pada
komersialisasi pendidikan.



{2) Keoala Sekolah/madrasah/PKBM 
walib melarang

t'' 'r'Ji'ir't 
t.ro,asah dan demoralisasi peserta didik'
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Pasal 105

BAB XII

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 108

kegiatan Yang dianggaP merusak citra

(1) Kepara sekorah/Madrasah/PKBM 
wajib mewuludkan,:ffi'.:i#$fl:l'ffi;tf":o*tM 

vans

r " bersih,aman,tertib sehat nvaman,hijau'l?l-ff 'd:X";.ngr*uri p.r.rt, didik, pendidik, dan

. (2) x.prri-Stior'i'naadrasah/PKBM 
waiib melarang "- oii.ril-t.i Or. penyalahgunaan narkotika

I t'' 
itti#' itpttoioikan terhadap penggunaan mrnu

I sertiPsikotroPika',!trtKetentuanlebihlaniutmengenaipelaksanaan.kawasansekolatVmadrasahlPKBMyangb,ersih,

am a n, tert b, *"?:'il" ;;: ;ii;;' i' --':ff il ff H;i['r';ffi li!?ll,ht 

"fl'^']iff::-:x3il:*:'i:,r..,*_,l.lr*l.rr.,?i,tf,T,XXl-?il',.X;.ffid.'p"raturan 
perundans-undansan

(1) Tusas ramuanan'slbas* **,, sekotah diberikan :*YiffJis,nTfil,11;Tffi:lt|l..p.nj,ng
);{ i;iJ;,;;;"lambahan Kepala Sekolah sebasaimana drma

''' ir. oi..d*a *embali untuk satu kali masa tugas; 
Sekolah dua kali masa tugas be(uru!

,$ [ril;Js;elaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala

turut, dapat ditugaskan Ktn'Ulri 
"niuOi 

ftpala sekolahepablla :

a. telah melewati ,rngg.ng ;;fi';.[urang-kutangnya-sat' kali masa tugas ;

b. memiriki presrasi yans ,lilffir:;il;trnp, i,r,iss.ns;rki, orn oiiusmrrn di sekotah lain'

(4t Keoata sekolah yans ,.r".'ir#il; ;.r.inii o.nlit.u iilJ'Lgioibtti tugas sebagai Kepala

' ' Sei<olah, tetap melaksana't;ru;; seuagai guru-.-sti'a'li"tst^ ienlang iabatannva dan

berkewajiban ,.tur.rn.r#ilr"J[.r.r" ri,.ga'iar arau liruing.i otn-Lonseling sesuai dengan

Paragraf 4

Masa Jabatan KePala Sekolah

Pasal 106

Paragraf 5

tr5q\si1Si

Pasal '107

ketentuan Yang bedaku'

undangan

(1)KepalaSekolah/Madrasah/PKBMdapatmembentukasosiasisebagaiwadahyangbersifatmandiri.
12) /,soslasl sebagaimana o,#r}r.,i-ptJ' ay-at (1)'. bertuluin untuk meningkatkan dan
,', 

i"rls!ilurrs"kl""k*;;d;;, ;; i,oresionirisme datam oenyelenssaraan pendidikan.

(3t Ketentuan lebih laniut *ung;;,riffr[.inaan pembentrkan'asosiasi-Kepala Sekolah/ Madrasah/t' ;;ruil:#;.l.lti. or*if*i i.o, tvtiirlltn avat (2)' sesuai dengan peraturan perundans-

(1)Setiappenyelenggarasatuanpendidikanwajibmenyediaka.nprasaranadansaranayangmemadai''' untufplnoloitan iertumoutriri- 
- 

dan peri<embanian potensi fislk, kecerdasan Intolektual, soslsl,

emosional, dan keiiwaan peserta didik'

t2t penoadaan orasarana oan 
--yarana 

yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendicikan

''' oii.ii,-r,r. p.r.rintan, pemerintatr Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat. . ,. .
(3)Pendayagunaanprasaranadansaranapendidikansesuaituiuandanfungsinyamenjaditanggung

jawab peiyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan

I

I

l



i -'| -^-r'^;r"^ h'nfrr'n nrasarana dan sarana pendidikan pada

{1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikar bantuan prasi

penyelenggara ,rtu'n ponoiJktt y"g ;etltngsara](11-masyarakat dan/atau penyelenggara

,,,ii:l#m:rii*.t::ffi19,:Tj:"Ui{iliilii}01"'u'npendidikananakusiadini'' ' 
pendidikan oasar, penoloiiaPrlffi#g;' ffi pendidikan nontormat sesuai ketenluan peraturan
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Pasal 109

Pasal 110

Pasal 111

BAB XIII

EyALUASI, AKREDTTASI DAN SERNFXASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 1'13

Pasal 114

pcrunual lg-ur ruor ryo' I

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahanlepada masyarakat dan/atau pelaku

usaha vang memDenKan itiiu'i- p"tt"na dan sara,na oendidikan'

(2) Pemberian penghargaan n"''iittii'oln'-t sebagaimana oimJri'o pada ayat (1)' dilaksanakan

'"' ;;t;;il..s;. r-eteniuan peraturan perundang-undangan'

{1\ Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung' waiib memenuhi pemyaratan administratif dan

," f::"frt*t*,:n:?t"l::fi^1'n seduns :911s::ana 
dimaksud pada avat (1) meriprrti

' ' 
Dersvaratan status hak 't* 

ili'In"lia'i'i[epEmiril(an nangunan sedung' izin mendirikan bangunan'

,r, Hlil,f#,,:?iil B'.lffin.or.s sebasaimana dimaksud pada avat (1), meliputipersvaratan

tata bangunan dtn ptoyt"itn'itttitltt oit tttlayakan banounan gedung '

(4) Ketentuan persvaratan *ffiil-gJi;g pendioikan. s;;'i"* oi':'lt'd pada avat (1)'

ayat (2), dan ayat (3), oir'k"iurt'n ':""i 
iti'g'n ketentuan piraturan perundang-undangan'

Pasal 112

Penohaousan prasarana dan sarana pendidikan pada,satuan, oendidikan anak usia dini' pendidikan

dasjr. pendidikan menengah, oiir"p".5ijii.-', r.nfbrmal.yan-g-di'selenggarakan Pemerintah Kabupaten'

dan masyarakal dilakukan sesui dlig-ktttnt't peraturan perundang-undangan'

(1)Evaluasidilakukandalamrangkapengendalianmutupendidikanyangdilakukansebagaiberttuk
'" .ii^[-niiit.i p.nv.t.nsstoin'ii",.'iiJrlt r"p'oa pihak-pihakvansrttil3il1lrlil; 

rembasa,. dan

ra ?Vjii,r.i""o[t,itan 
"ie'r'aoab peserta .didik',ptid-i!:]

program pendidikan ptot rui'ur;tiJloirt'n tot"i dan pendidikan nonformal untuk semua lenlang'

satuan, dan jenis PendlorKan'

l1)Evaluasihasilbelajarpesertadidilidilaksanakanpendidikuntukmemantauproses,kemaiuan,dant " ;;,b;iil';;;iiu"iilti pe'en" aidik socara berkesinambungan' 
. dan pogram pendldikan pada lalur

,r'E"rrit*j' i"..rta oitiii,' penoioir tenaga kependldlkan' lemii

oendidikan tormal dan p..dilk;';.;f.rital dilakukan p.,'netinturt Daerah dan/atau lembaga

mandiri secara Ue*ata, mffiruir', i[r]prrr^, O.n sistematii untut< menilai pencapaian standar

iasional pendidikan sesual iti'gun k;ttnt'in peraturan perundang-undangan'

t3l Hasil evaluasi sebasaimttt;;il;;;;;;aiat (1) dan (2) dilaoorkan kepada Bupati'

iqr ,-embaqa manoin seoagai;r"a'#tffii;;i o'.i.til' proi .viiia, dapat melakukan tunssinva

' ' ..rlL-n meroapatkan persetrtiuan Bupati
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebaqaimana dimalaud pada ayat ('l) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 115
(- ,r t /.Y-r'' 1 ,

'' f Jnr

(1) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah merupakan Badan nonstruktural yang bersifat nirhba

dan mandiri yang bertanggung.iawab kepada Menteri'

(2) Badan nfreOnisi seUigaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan kebijakan

operasional, melakukan iosialisasi kebijakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan

akredilasi sekolah/madrasah.
(3) Pelaksanaan akreditasi pada sekolah/madrasah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali'

i+j Untrf mendukung kegiatan akreditasi sekolah/madrasah Bantuan Akreditasi Nasional -
Sekolah/Madrasah mendapat dukungan sarana, prasarana dari Departemen.

(5) Pemerintah Daerah membantu mengalokasikan dana untuk pelaksanaan akreditasi

sekolah/madrasah.
(6) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi diumumkan secam nasional oleh Badan Akredilasi

N asional -Sekolah/Madrasah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 116

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan serfifikat kompetensi.

iZ) tjazan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau' 
penyelesaian suatu jeniang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan

pendidikan yang terakreditasi,

io) Scr ilii,oi ;u,;:i;i;;3i ljberikan penyelenggala pendidikan dan lembaga peJatihan kepada peserta

didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan

pekerjaan tertentu selelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan

terakreditasi atau lembaga sertifr kasi.

(4) Ketentuan mengelai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar

nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Satuan perididikan dapat memperoleh serlifikasi pelayanan pendidikan bertaraf intemasional.

(Oi SertiRtasi pelayanan pendidikan bertaraf intemasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat bekedasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemedntah.

BAB XIV
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal '1 17

(1)

t)

i3)

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung iawab bersama Pemerinlah, Pemerintah Propinsi,

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan,

berkelanjutan, kansparan dan akuntabel.

Penyelenggara dan/atau pengetola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan,

quna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendi'Cikan.



(1)

(2)

(3)

mH,su"'ff BtrlfJilB';ffi 1?s[H[J;ji!l,;,.l',i'JJ#li:'**n"::.:::::

Hl#iffi'-:?rffi :lgBH#i*ru:*l[#lln"6:;,.larakanmasvarakatbersumber
Dana oendiriikan vang bersum'# ili?'ivl"i'1 btq"1'** musvawarah dan sukarela

;#ltffi;il;;.ir.iotns'n t[itnt*n p"tti"an perundans-undangan'

,..n.,.*;ti,?'iilil%no'o'*'n

(1)

(2)

(3)

(4)

pemerinrah Kabupaten y?i, q ffi:f#lXi,iiflff:il,f#filT, ;o'y** ":, :': : ::
iffi:rJfr#,lit[:'flhu,lo,ffi#,"i?#il,i'pjl, ,v,t lrt,..r,-inl,ii pendidik, dan biava

oendidikan kedinasan.

bemerinlah Kabupaten waiib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak

ffiil ffi;ffi;ro #noioir'"n i'ng diakibatkan Feristiwa tertentu'

Pemerintah Kabupaten oapar'-mlngilorasikan anggaran' unluk satuan pendidikan yang

diselenssarakan pemerintah o*'lili"''J'fiJ['i otit]i bentuk bantuan biava pendidikan'

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 119

Paragraf 2
Eeasiswa

Pasal 120

(1)

\tl

(3)

Peserta didik dari keluarga kurang mampu ryftk]l:ify]eh 
beasiswa dari Pemerintah'

i,!ilili,i p.ii.si pemeintankabipaten dan/atau "t"F*tJ dari pemerintah, pemerintah

;il"til.lia]*l;ng Lrprestasi dapat memperoleh bersswi

'';.',glUi;[;l,., 
i:ffiltf::ffiI'TL[?Y:",:ip:rian, persvaratan peserta didik,rran

pendistribusian beasiswa 
"o'g:'#]t# 

#t'"''J iil dan avat [21' olatur dengan Peraturan

Bupati.

(1)

(2)

Buoatiberwenangdalampengelolaandanapendidikan.yangb€JasaldariAPBD.
Bugati dapat melimpahkan *'*ii'ng";big;imina oi'nalsuorlada avat (1) kepada Perangkat

Daerah terkait dalam d;'#;" pelaksanaan' penatausahaan' pelaporan' oan

,ffig*giil.ban serta pengawasan keuangan pendidkan'

satuan pendidikan ,tnn o'ttrci[iififfiffi;ts;p"';*ntah beruenans dalam pengelolaan

i.n. p.[oio** vano mginli]flffi1i],ioHi.r*.*.r 
serra badan hukum penyelenssara

::,H rf,ll,l',ffI',f,,ll ,1ii.,1,;;'i'i l"'u1"r"r"'u' rlr,r'r 1,rrr'lirlih;ttt v.,t1l r'zutiarli lanplrrrt6

iawabnYa.
'6e'ti#'iingurol.rn dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ayat (3) dan.ayat (4)'

i'n-.rr.[.r.i^ o*oasa1ran prin+ teaOilanlefsiensi, transparansi, dan akuntabititas publik'

(3)

(4)

(5)
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Baoian Kedua

Sumber Peidanaan Pendidikan

Pasal '118

Baoian KeemPat

Pen gelola-an Dana Pendldikan

Pasal '121



j
l
;

I
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Ketentuan lebih laniut mengenai pengelolaan dana pendidikan

ilil rl,-rtlrf, ,v.l(2), oan avai131 diaiur densan Peraturan Bupati'

sebagaimana dtmaksud

pemerintah Kabupaten dapat metaksanakan pendirian, penambahan, penggabungan, dan penutupan

:;rr; ffiiiiffi.O, p"i,oiOixr. .r.i ,.i, iini, penoiOlian oasar, dan pendidikan nonturmal'

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

BAB XV

PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
lJmum

Pasal122

Bagian Kedua

Pendirlan

Pasat 123

Bagian KeemPat

PenutuPan

Pasal 125

Setiao oendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendiclikan 
-dasar, 

pendidikan menengah' dan

ffiilil;ffi;f.ffi , wliiu memiliki uin pnvelensgaraan pendidikan'

iil "#ffiffi#;;;;;i1;ffi ;'tigaima'na oimirsud pada avat (1)' merarui tahapan:

i.'iln'p,insip penyelenggacnn penddikan;.

u. ijinie.otbnaipenyelenggaraanpendidikan'
liin prinsip penyelenggaraan dfiiil; ;d;;aimana dimaksud pada ayat (3) huruf a' berlaku

untuk iangka waktu 2 (dua) tahun'

ljin operasional penvelenggaraan pndidikan 
:tb?9tll11'^..d^'.Iaksud 

pada avat (3) huruf b

berlakil selama penyelenggaraai pendidilan bertangiung sesuai ketentuan peraturan perundang-

l*1:3:;.".r,rn oendidikan sebagaimana dimaksud pada aval (3)' dapat dipindalrtangankan

ienl.n'peo6tirirun Dinas Pendidikan'

Ketentuan lebih tanirt men"g;ai prosedur ptryni?l 
- 

satuan pendidikan sebagaim:na

lri-ri-rriro pJa avat (i) oan avit p) diatur dengan Peraturan Bupati'

(1)Satuanpendidikananakusiadini,pendidikandasar'.pendidikanmonongah,danpondklikan
nonformal yang o,sereng;l;ka; 'i.r.,inturl KabUpaten dan/atau masyarakat yan0 tid0k

memenuhi penyaratan dapat ditutup'

ta iatuan 
-penOOi(an 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dituLup dilararrg ntelaksatlakott

kegiatan belaiar mengaiar.

Bagian Ketiga

Penambahan dan Ponglnteqr8slan

Pasal 124

{1) penambahan satuan pendidikan anar usia'o:,n'i'pendidikan dasar, pendidikan menengah, danlatau

onooram keahlian prOr'il#ifiin"il"..ini;^n i.iu**,'dun pendidikan nonformal

oituirtun setelah memenuhi persyaratan '

(2) Pengintegrasi.n ,.*p'i'n"#]u'u"i'itu penggauungan dua atau lebih sekolah yang seienis

($ [:fffl;'tii;iJ1!',1, ,..n,'ai pmsedur P9'?'f'f:^d*ff:g9'l,Yltf' 
satuan pendidikan

'"' i;;;t*;;; om.iiuo pii.-titi trl diatur densan Peraturangupati'



,,,ffi?l,J,ff 
o 

j?o5-'fi ,:1*,L'ffilflrJffi 
:.oJ[,ffi [:"'*

Bagian Kelima

Pendidikan di Bawafr Pemiinaan Kantor D'epartemen Agama

-17 -

Pasal 126

satuan Pendidikansebagaimana

Pembukaan, penambahan, penggabungan' d'.1 p:ilill'l^:'Juan pendidikan di bawah pembinaan

Kantor Departernen ngama oirariinaiai sesua tetentuan peratumn p€rundang-undangan'

Bagian Keenam

Lembaga Pendidikan Asing

Pasal127

(1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan.ryryigiktn anak usia dini' pendidikan dasar'

oendidikan menengah oan pendidikan nonformal di daerah iesuai dengan ketentuan peraturan -

,, 3'#:i'HlJ5''-:fl'lnat usra oinip"'!ldl"l^l=i"t1t":l"J:lt*ng,#f:::',lendidikan
asins, waiib memberikan p"riiojill,fiiJiri,En"t, rnoot6ta,-i.*"uigrnugutuun dan muatan lokal

bagi Peserta didik

,:r i"ii[*, pendidikan asing sebagaimana' 
denoan lembaga pendidikan yang aoa

ir.i...g. t.p';.diiikan warga masyarakat'

avat ('l), dapat bekeriasama

harus mengikutsertakan Pendidik

BAB XVI .'

PENJAMINAN MUTU

Pasal 128

r1r setiao satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan nonformal waiib

)" rllilx*mmr.'*ili'i.'"1'il$liJ;'a dimaksud pada avat (1)' bertuiuan untuk memenuhi

,r*i,m.*-ffiii:fls..fl:aT$iifi"y.19:*,J;:fi ,.fl 'h,,11\..1'H:[,iil-nt';'t"' 
tli'rr,ip, .*tematis,'dan terencana dalam suatu program

dan keranqha waktu Yang ielas'

. Pasal 12ts

Bupati berkewaiib* T.l1l,ltiffii;|lffiJ.Hl,;Tt:l [i']ff:Tli.',lliTXt[:',Xfii3tt[',:J,?i:
usi'a dini, Pendidikan dasar' Pet

;il#ffi;;s. Peniaminan Mutl: Pendidikan'

BABW[
STANDAR PEUYANAN ITINIIIAL PENDIDIKAN

Pasal '130

perr,eintah Kabupaten dan satuan pendidikan.waiib *9lyu"t:: dan menetapkan standar pelayaran

:,' -a Oerd o \a1 oergsn "J*#'r'''t't* 
ling'kungan' kepentingan dan masukan dari Dewan

p.n. !ri'.], io,,li seioli:"lrer=sah dar car3 Naneli

dimaksud Pada

di daerah, dan

Pasal 131

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan harus memenuhi :. . .

.r Sl.;ir,s baJai hu\un pengaola rr,.:ndtdtkan dan Slalui hal lanah 
'

;. a;i;; personil dan aset tLrmasuk kelengkapan sara na dan p@sa,2na penuniang'

1

i



I

t

c. lnformasi program keria dan/atau layanan masyarakat', ---;. iei"il i;;iilruin'p.nstroh itai penvelenssaraan lavanan oendidikan'

e. Jumtah peserta didik tirp k;ft";;i;il;"ilr;; p"'r,oidikin ue*isai 20 sampai densan 40

, ffi.t*'Jflh % atau tebih rutusan s'/Mr meraniurkan ke ienians pendidikan sMP/MTs, Paket B

, il::J.illiffi'f,,xl;r* SMpNTs melaniutkan keienjans pendidikan SMA/MA, sMK, Paket B atau

l1 lrrJfr:il:t3ft7o .rrpri densan 95 o/o peserta didik memitfti buku petaiaran di setiap mata

pelaiaran 
---..t. ^^,.^t-h r

i,Mencapai100%anakusraT-lBtahunmasuksekolahdiiaturpendidikanformalmaupunnon.

,. ',?,1lJlrr, kepara sekoratr/madrasah sekurang-kurangnya s-1 keoendidikan dan/atau sederaiat,

't. 
Tala cara pengaduan, kritk;;;;;itinoiiraniutisitutn ptnddkan paling lambat 7 (tuiuh) hari

'" 
..i.i p"nd.Ouin, kritik dan saran diterima'

-38-

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 132

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta Derseorangan' kelompk'

keluarsa, orsanisasi ptf*i: Effi;;h; .6 org;nisasi iemasvarakatan dalam

fffl'#*"m*ru;,*{,1fJ:;lr"'i.ol'*},,,"'r1ll'T'l3io' 
jlfJ;'*'"''

o.trf..nr, dan pengguna hasil pendidikan'

ireranserta masyarakat Oata*-#i#iaan pendirlikan sebag-aimana dimaksudpadaayat(1)'

daoat befientuk p.r.nq,';,'"-p;n0orianlsasian' pelaksanaan dan pengendalian

ffi?}|'fltT""#$'j,di[:l daram pensendarian .mutu peravanan r1ill-T
sebaqaimana dimaksud puot tvJ'iij 

"tittx"'p 
p.artisill:r^,9,alam Derencanaan' pengawasan'

dan Lvaluasi pogram penoioix'a-n fing oir'ktinir'i mry-' dewan pendidikan dan komite

.sekoratvrnadrdsah atau nama tai,i ia;; .".fi; pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendiOiXan menengah, dan oendidikan nonlormal'

Pelaksanaan peran serta 
";ffi-alaili ;dil - penyelenooaraan pendidikan dan

oenoendalian mutu pelayanan ffi;io'i,;;:e;-d.irrnJoii,rr,rid pada avat (1), diatur lebih

ianiit dengan Peraturan BuPati'

Pasal 133

Peran serta peseorangan, keluarga dan kelompok s,:bagai slmber oendidikan dapat berupa

kontribusi pendidik dan ttn'g;'-ktp"ndid'k'h' f"t:i,^.T:tarana 
dan sarana dalam

;ilLffirffil*iiii., o.i penienoarian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan

ffiXlri;1. organisasi profesi sebagai sumber pendidikan-dapat beruDa penvediaan tenaga ahli

dalam bidangnya dan nara s"noii Jafa* penyelenggaraan pendidikan formal' pendidikan

nonformal dan pendidikan inbrmal'

Peran serta pengusaha ..uiti 'u*ut' 
qenaldrltll 

- 
dapat berupa penyediaan fasilitas

orasarana dan sarana pendidikin, Oana' Oeasiswa' O-tl,lt3,tutkt dalam penyelenggarean

I".oioix, fo-a, pendidkan nrnformal dan pendidikan inmrma-

i,eranserta organisasi r.^*vr"i.iri .iffi;iilb"r pendidikan daoat berupa pemberan

beasiswa, dan nara sumUer Oar#ffiriiilir*-.-p.i,J.Iiin rormal, pendidikan nonfomal (lan

cendldikan informal.

(4)
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Pasal 134

Pasal 135

Pasal '136

Bagian Kedua

Dervan Pendidikan

Pasal 137

Pasal 138

(1)

\2\

(3)

(4)

(1)

t2)

(1)

(2)

t

Peran serta perseomngan' keluarga 
-atau 

kelompok sebagai petaksana pendidikan dapat berupa

p.Joip.iiodrr*p"tstLlttt.etf;:X:i petaksana pendidikan dapat berupa pembentukan
'Peran 

serta organisasi Prorcsl

,;$:t*t 
ffi f *:n'*n::l:*rii,.:fi l!ffi::l:"*nl,.'[*. "#:ii:" #:,,',],H

:ffi f ,fhT%/tai:f ,ffi il1i..",i:[trlixH1'1*,;.';p*oiliiliieuagaiinstitusi
pasangan. , _ - ^svarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa

;il1,:''.'ffi J:Xii:1lL'f#3:.;ffi ;;;.,' ;;;;'"binaan satuan pendidikan

Peran sena or.rrria usaha/dunia industri sebagai pengguna-trasil oendidikan dapat berupa

keriasama dengan satuan pt"JtJt*liiit'"iffir# rtoatgan keria' pemanfaatan hasrl

oenelitian, pengembangan, 6. ffi"t"r. n"tgimb'angn iaringan informasi'

f,,j^ii",ti[Jo",,ia iniustri gdiffilf:f,{i?;1,* ffjfill.nffillf^ 
dan pensembansan'

bekeriasama dengan satuan Pen

Untuk peningkatan mutu dan relevansi program. pgqd]g Pemerintah Daerah bersama

['*kHl*.[:fl Jffi *rr'#Ji'Js::lllA;.s,yustriaanratauasosiasiproresidapat
Pembentukan Fom x*'oinu'?fiJil'JiJ'n (oi""n' sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

;i;ti;k- dengan KePUtusan BuPati-

(1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri sebagai 
-wadah 

peran serta masyarakat dalam

oeningkatan mutu rayanan ffi[.,ffi"pt-merput-perelJJnrln, 
p.ngr*rsan dan evaluasi

program pendidikan - '^'ftrnqsi memberikan pertimbangan' saran' dan dukungan .tenaga'
,''3,?[i[*H*il'{,:1ffi3;x##,1,,Tru-itlru:1ffi 

i:5H^,ff l#,'-.1xli'i;,,.,.
131 bewan Pendidikan memperl

oendidikan.
ralbewanPendidikantidakmemilikihubunganhirarkisdenganDewanPendidikantingkatnasiona|,

; ,#}fr#:#,1'.'#J'#ff:J:[TllH.[iii],i'&::amadengan Komite sekorah/Madrasah

arau nama tain ,rng *.,"n,.1'i".;#l.t"in i".dioik* oanlatau onai+ihak yang dibutuhkan dalam

:ft if# il;:;;"ka n pen i n g t itan m utu lava n an p€ ndi dikan'

1
I

i

(1) Keanggotaan Dewan Penditlikan berasal dlrt plrt.r llrlktll lxrlxlirlikrlll' [r'rhli'ri l}drrriirlikart' l'rh'rlt

masyarakat, pengusaha, otgr;i;i piort'i o" o't,isasi kemasyarakatan yang peduli pendidlkan'



fiffiflflplr-,ll{q{ffipjffi}t'.-iit}lfh'#j.-*''' ffi
, 

" 
li:5[1:i,:';H.Tl$o#3l" n Dewa n pendidik.. ols"^ll? 

;L*t[ff[' ke ri a Dewan pendl di k a n

l3li,".?:'.',,",tr'f i':X::U',,'..*4,:itHff ?ffi 1','l;i?1"'.m;;-
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Pasal 139

Bagian Ketiga

Komite Sekolah / Madrasah

Pasal 141

lll E:l';ffi:l ?'#Jri:i.li'31:;ilr:aj$:'J.';iurl:ffiJil'Jfl#T:[1rus 
Dewan Pendidikan

dan masyarakt' "ng"tnJlil 
p"^*tit^ s"ntt dana bagi Dewan Pendidikan'

Fasal 140

11\ Kom*e sekorah/Madrasahmerupakan 
wadah peranseli.ffi#';[Xt,,lilfl*3ill{lnJit"

;il;xFililffi ly,li*wu'l*'#l'-:i:diTd.[,il#;'*;gi*i"l',**'1.'

;rr*iffllUru*l*:ruqfld;d+*rffru*nW*tm
qatrran oendidikan, mengav

,.ri[i[rn t'tu'n Fndilikll].ntrr 
oi saruan pendidjkan formal pada ieniang pendidikan dasar dan

14) Komite Sekolah/Madrasah o

"' ;#;il;a Pendidikan anak usia dini

t1l Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari anssota masvaraYlr'l'il?ri1flX',?h,ttJ:tj'ffi:fti::!

"' ##iil{"**:':l'*ml'r, ;l'*l-ffi[l ffi',1'.Jxl:',,l'#n m'iu penoiorxan :' -,

12) Masa iabatan anggota no'n'o"#ito-nii''ii'ai"'n a tt*p't) k"hun'd;dlpat oipirin kembali untuk 1

(satu) kali masa iabatan'. 
olah/Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan'

pt j""nrln nngsota Komite |,t^\*" ,.*o,.n,radrasah sekurans:k;;;;d;t' terdiri atas masing-masins

iai susrnan kepengurusan Kor

' ' i (r.tr) orang ketua' sekreta'is bendahara dan anggota 
h ditetapkan oleh Bupati atau Kepala

,..r nli"""l.t ai o.n itptng*tin Komite Sekolah/Ma<lrasar

'-' oinis'iang oitunluk -- ^^roota Komite sekolah/Madra-sah diselenggarakan oleh panitia yang

(6) Mekanisme p.*ililtti-.3l1'riioii]i.. 
0.. lr*s tua^,vali.'"' ii[.nirior.rikepalasatuan.pendi!*iy:':"Ti$flil"]omn dari dan oleh anggota Komite

fi\ Pemilihan kepengurusan Komite SekotahMadrasah drF

t" 's.'riiwlaro"ttti' 
- ,.^^-^^^r.a6 .ran kenenourusan Komite sekotah/Madrasah hasii

-,'jil}fl 
#UU#:t;'f Hft litrf '::4, ffi.I,'.f H ffi 

' ;il;; ,,*s men ans ani bid ans

pendidikan sesuai kewenangannya'



(1) Komite sekolah/Madrasah sebagai perwakilan masyarakat menilai pertanggungjawaban kepala

satuan Pendidikan.
(2)KomitesekolahiMadrasahdananggotanyatidakmengintervensiseleksicalonpesertadidikdan

proses pembelajaran serta tidlt ;ffG;.i atau mengimbil keuntungan dari satuan pendidikan'

(3) Tata cara peranserla xomitJ serotannaadrasah dalam pemberian pertimbangan, evaluasi dan

pengawasan diatur lebih r..iri- i,r" 
'nggaran 

dasar/anggaran rumah tangga Komite

Sekolah/Madrasah.
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Pasal '142

Pasal 143

Bagian KeemPat

Penghargaan

Pasal 144

pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang

pendidikan.

la|no..r,, pryrrsiroi!?dn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB XIX

KERJASAMA

(1)PendanaanoperasionalKomiteSekolah/Madrasahberasaldarisumberyangtidakmengikat.
t2) Keoala satuan pendidikan o.iir* p.rgr,rs Komite sekolah/Madrasah mengusahakan pencarian

' ' 
sumberdana baqi Komite Sekolah/Madrasah

(1)

lt)

(1)

(2)

(3)

BAB XX

PENGAWASAN OAN PENGEN DALIAIJ
\,r

[-( r 
'i^

Pasal 146

.l
I

1
)
i

Pasa.l 145

Penyelenggaradan/ataupengelolapendidikandapalmelakukankerjasamadengan.lembage
p.^6iO'irr".:Jr^l.tau dunia ,tinrlOrtii. industi dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/ata'l

luar oegeri.
ii.,i..."*.'.ru.gaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi,

dan pelayanan Pendidikan.

Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara ker.iasama sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatrr

dengan Peraturan BuPati.

i' {''
I l,.r'

(1) Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Medrasah melakukan pengawasan

atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional,

transparan dan akuntabel.
(3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati

yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.
(4) Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Departemr,n

Agama dilaksanakan Kepala Kantor Departemen Agama.



I

t1,' Buoati berwenang menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuanfasal '12 ayat

{2r Pasal 13 avat (2), P*rl ii'.vttii),H;iiil' i;;;iibs avatiildan avat (2)' Pasal 111 avat

iti. pasat 117 avat (3), Pasal 123 avat (1)dan avat (z)'

(2) i'enerapan sanksi administrasi dapat berupa :

a. Peringatantertulis;
b. pembatalan atau penundaan pemberian subsidi sumberdaya pendidikan;

c. penghentiansementarakegiatan;

d. oeniabutan ijin oPerasional;

t. itn.rOrtrn ijin prinsip dan iiin operasional'

(3) Kewenangan euputi stotg;;;" i"i"'Jptoa Ayat (1) dapat dilimpahkan pada peiabat vang
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BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal '147

BAB XXII

SANKSI PIDANA

Bagian Pertama

Penyidikan

Pasal '148

ditunjuk

(4) Pen

b.

c.
d.

e.
f.

s

(1)SelainpejabatpenyidikPolriyangbertuga'smenyidiktindakpelanggaransebagaimana
dimaksud datam pe,aruran 0"r."il-ini oafui"oir*rran'oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di

lingkungan pemerintah r<.u,iat.n ving pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan

o, B.rHl"n#liffi:-r, tusas penyidikan, peiabar penyidik pesawai Neseri Sipir

sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) 
' berwenang

a. menenma laporan atau pengaOrin dan seseorang tentang adanya pe]a.nqgaran; 
- --,.--^.

b. melakukan tindakan perrami pada saatitu di tempallejadian dan melakukan pemenKsaan;

c. menyuruh uertrenri seor]ng- ffi,rsl" dan memeriks'a tanda pengenal diri tersangka;

d. metafutan pdnyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik iari dan memotret seseorang;

i ,"r"*ssir orani untut iiotngaroan diperikla sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ,.or.ng''lh["Vrrg-iip.rluXrn ialam nubungannya denganpemeriksaan

h [tJl;:lrkm penghentian penyidikan setelah rnendapal petuniuk bahwa tidak terdapat-cukup

bukti atau peristiwa i.,!ili 
-urxm 

merupakan tindak pelanggaran dan selaniutnya

memberitahukan hat tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;

i ,.rgrdri.. tindakan lain menurut nuXum yang dapat dipertanggung-jawabkan'

(3)Dalammelaksanakantugasnya,PenyidikPegawaiNegeriSipiltidakberwenangmelakukan
penangkapan oan Permohonan'

yidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

pemeriksaan tersangka;
oenooeledahan,

l.nviirrn u.no. I harus mendapat iiin dari Pengadilan Negeri );

pemeriksaan surat

oemeriksaan saksi,

oemeriksaan ditemPat keiadian.

H.ffi ffi il;t;r;;'*d, pensaditan, Neseri dan rembusan nya kepada Penyidik Polisi

Negara RePublik lndonesia
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(1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan
' ' 

dalam, pasat 113, pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayal (2) diancam dengan pidana kurungan paling

tama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000 (lima puluh iuta rLrpiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran,

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 149

BAB XXlll

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

(1)

(2)

semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum

ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

ketentuan pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 berlaku efektif 10 tahun sejak

ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan sebelumnya Pemerintah Kabupaten mengusahakannya

secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

BAB XXM

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Kediri
padatanggal 8-4-2008

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEOIRI,
UPATI KEDIRI

ERAH

ttd

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2OO7

NCr,lOR 13

SEr(RET
o A !-iF,{'

)ik

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah lni dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2-7 -2007

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

*
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Dalamrangkamewuludkantujuanpendidikannasion-alsebagaipranatasosialyangkuatdan
berwibawa baik di tingkat t.t,ll?'' "*# 

i'[it'littir- P-eme.n1ahan Daerah dan l/asvarakat

Kabupaten Kediri bertekad ,ntr[' ,.ngir'rilLan sumberdaya ,manusia 
berkualitas melalui pendidikan

yang bermutu sesuai dengan ;";k;;;;il; ilmu pengetahuan dan teknologi' sehingga mampu

meniawab berbasai ranranga. ,fi;;;;il;;rui, Ll,oui Karena itu upava vang dilakukan adalah

melalui peningkatan mutu penoiliirn'p"iortu.n pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan

oenoerolaan pendidikan ,aruoitj.ngun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. daerah

sebigaimana dialur dalam uno'ng il;ng N['oi'li-r*,,in i,oi tentano Pemerintahan Daerah'

Berdasarkan unornnllnlrnn "Ntmoi i Janun zooq teintang Pemerintahan Daerah,

bahwa unrsan pendidikan merupakan irluh.r,, urusan wajib.yang rnenjadi kewenangan pemenntah

o,rerctr. Selalan dengatr "' 
'pt"net"i'i'" ii'u"p'rt" Kediri menetapkan Peraluran Daerah lenlang

penclidikan sebagai komitme^ ,niu[ ,.n..rOaikan kehidup.a.n dan penghidupan masyarakat unluk

meniad: manusia vang o.,iman"j'i'ut't'rt*' rtp"rt Tuhan Yang l4;ha Esa b.er?kh]1!llll1' sehat

herilmu. cakao. kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang iemokratis serta bertanggung'iawab

upaya yang dilakukan oren p#eriniatian xuo"rpa.-n Kediri, 
-adatah; 

(a) mengupayakan perluasan

rlan nemerataan kesemr'atan #ffiroililtiloil'n y'ng bermutu bagi 
' 

seluruh masyarakat; (b)

membantu dan nertasif itasi p[ng";rU|.gr. pot.,iti Jnak 
-secara 

uiuh sejak usia dini sampai akhir

havat dalam rangka mewujudk'a,i'"r,"."vr1idt belatar; (c) 
. 
meningkatkan kesiapan masukan dan

kuiliras proses pendidikan ,rrr;'*;;;6ii;;it rn p.rU.niut un kepri-badian bangsa vang bermoral: (d)

meningkatkan koprofesionatan Jun .k"rniroiriu. lehbaga pendirlikan sebagar pusat pembudayaan ilmu

oenoetahuan, keteramprtan, ffis;#;;' ;n'o' o!'. nilai berdasarkan standar nasional dan

inteinasionall 1e; memueroaya[ain'"pttln tt't""ivarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan

o.no'o'nrnrr,r, 
rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam. pembangunan di

bidans pendidikan, ,Orran' (') Jlr-uxsinian pentiokT 
?9?T: 

serta akhlak mulia; (b) pengembangan

dan 0elaksanaan kurikulum oer6isis tompetensi; (c) proses pembelaiaran yang mendidik dan dialogis;

Id) evaluasr, akreditasi, oari 
--sirtinlisi 

pendidikan 
- 

yang memberdayakan; (e) peningkatan

iep.ofesionatan pendidikan Or. tr.rS; k;d,OiOi1ant (0 
'penvediaan 

sarana belaiar yang mendidik

(memadai). (g) pembiayaan ptnoliilu"n v'n'S sesuai den-gan piinsio oemerataan dan berkeadilan; (h)

Denyelenggaraan pendidikan v.'s itin'i' d1t-merau; (') petatrsanaan waiib belalar; (l) pelaksanaan

olonorni manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran serla masyarakat; (l) pusal.pembudayaan

dan pembangunan masyarakat; im)'pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional

Melalui stratesi terseout, olnarlil'jt i'i"li pttorliran t,i. r1111en'uiud secara efektif dengan melibatkan

UerOagai pihai secara aktif dalam penyelenggaraan pen0r0rKan

Untuk mewuiudk,t"t'i["' o""itrategi' dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan

pendidikan, diperiukan pengatril';igaii.rpffif'rt-f,rX Oan iewaiinan yang mendasar bagi warga

masyarakat di bidang p.no,oii.n. 6r.n'i6u.n itr, diperlukan Peraturan'Daerah sebagai landasan

hukum bagi semua unsur ffi iJi.iitzu.n'p.iOiOlX.n, serta mengikat semua pihak baik

Pemerintahan Kabupaten Kediri maupun masyarakat

I, UMUM

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

CukuP jelas.

Pasal 2
CukuP ;elas

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 2()O7

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
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Pasal 3
Ayat (1)

Cukup ielas.
Ayat (2),Yangdimaksuddenganpendidikandengansistemterbukaadalahpendidikanyang

diseienggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan- waktu penyelesaian program lintas

iatuanlin jalur pendidikan, bertelaniutan melalui pembelaiaran tatap muka atau larak

jauh,

Yang dimaksud dengan pendidikan multimakna

diseienggarakan dengan berorientasi pada

pembenlukan watak dan kepribadian, serta berbagai

adalah proses Pendidikan Yang
pembudayaan, PemberdaYaan'

kecakapan hiduP

Ayat (3)

Cukup ielas.
Ayat (4)

Cukup ielas.
Ayat (5)

Curup jelas.

Ayat (ti)

Cukup jelas,

Ayat (7)
" -y;ns 

dimaksud dengan pemberdayaan seluruh konponen masyarakal adalah

peniidiXan diselenggarifan bbir pemerintah dan masyarakal dalam suasana kemilraan

ban kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat'

Pasal 4
Ayat (1)
'-v'rns 

dimaksud pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memenuii.standar

nasi6nat pendidikan, melipuii stindar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik 
9.n

tenaga'kependidikan,'saranadanprasarana,pengelolaan'pembiayaan'dan
standar oenilaian Pendidikan.

Ayat (2)

Cukup ielas.
Ayat (3)

- '-v'uig dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan fisik adalah warga

masyarakat Penyandang cacat.

- Van6 dimaklud denga-n warga masyarakat yang memiliki kelainan mental adalah

kelainan dalam kimampuan intelektual yang 1'p'1
menyebabkan/disertai dengan kelambatan pada gerak motoriknya atau iuga dapat

dikatakan disertai dengan kelainan flsiknya'

- yang dlmaksud dengin warga masyarikal yang. memilki kelainan emosional adalah

kelainan dalam kemampuan dmosionat (ketidakpekaannya terhadap emosional) 
.

tutisatnya : Tidak bisa membedakan di saat mana dia suka atau duka, marah yang

tidak terkendali atau sebaliknya'

Yangdimaksuddenganwargamasyarakatyangmengalamihambatansosialdalamayat
ini antara lain :

a. anak yatim dan/atau piatu yang secara ekonomi tidak mampu;

b. anat yang tidak terpenuhi i<ebutuhan lasmani, rohani dan/atau sosial;

;. ;;;i id memilikiperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat'

AYat (4)

CukuP ielas.
Ayat (5)

CukuP lelas'
Ayat (6)

CukuP jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup ielas.
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o"t(u'ln 
dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah,pendukung dan penunjang

;;;i;;ilr;;;t p.ididix,n vang uerwuiuo tenaga' pemikiran' dana' serta prasarana

dan sarana.

Ayat (3)

CukuP lelas.

Pasal 7

AYat (1)

CukuP ielas.
Ayat (2)

CukuP ielas.
Ayat (3)

CukuP ielas
AYat (4)

CukuP ielas,

Pasal 6
CukuP jelas

menengah.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

CukuP ielas
o'ut t?rnn 

dimaksud dengan program akselerasi adalah- pengat''rran program pendidikan

bagi oeserra cioix vrng nienJapri .1i.o.r kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat

dan waktu Yang ditentukan'

Ayat (3)

CukuP jelas

AYal(4)
CukuP ielas

Ayat (5)

CukuP ielas'
Ayat (6)

CukuP jelas'

Pasal 10

CukuP jelas.

t"illJ 
o,r*rrd dengan guru adalah pendidik profesional denqan tugas utama mendidik'

mengajar, membimbing, '*g'Ihkt;' 
"eiatin 

nienirai' oan menIevaluasi peserta didik pada

satuan pendidikan .n'* u''"''iini'-ia1ur 
-Gnoioit<an 

formal' pendidikan dasar' pendr0rkan

Yang dimaksud dengan tutor adalah tenaga pendidik yang memberikan bantuan belaiar

kepada peserta didik dalam pr.ottt pt'otr'i:tln mandiri ata' proses pembelajaran kelompok

pada satuan Pendidikan'

Yang dimaksud dengan pamong belajar adalah tenaga lendidik yang memberikan

penyuluhan, bimbingan p.ng'lu'u;, ptLii'r,run pengembangan model program pembelajaran'

alat pembelajaran ouu p.ngt'oit'n'"p#uui#ra"n pada jalur pendidikan nonformal'



.ii

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup minimal dan jaminan keseiahteraan so,sial

adalah pendapat.n v.ng i'iup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan

keluarganya ,...r, ti',1ii, baik'sandang' pangan' papan' kesehatan' pendidikan'

rekreasi mauPun jaminan han tua

Huruf l:

CrrkuP jelas,

Huruf c

CukuP jelas,

Huruf d

CukuP jelas

Huru{ e
CukuP ielas,

Huruf f
CukuP jelas

H uruf g

CukuP 1elas.

Huruf h

CukuP ie{as.
Huru{ i

CukuP ielas.
Huruf j

CukuP jelas

Huruf k

CukuP ielas.
Ayat (2)

CukuP jelas

Ayat (3)

CukuP ielas.

Pasal 13

Ayat (1)

CukuP jelas.

Ayat(2)
Huruf b

Yang dimaksud dengan metode belalar yang sesual adalah penggunaan meto'je

.metodepembelaj.'",nyungdisesuaikandengankarakteristikwargabelajar.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan instruktur adalah tenaga pendidik yang memberikan pelatihan teknis

pada kursus dan/atau Pelatihan

Yang dimaksud dengan fasilitator adalah tenaga pendidik yang memberikan pelayanan

pem"Oetaiaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan'

Ayat (1)"'"''vrng 
dimaksud dengan pengelola satuan pendidikan, adalah orang yang diberikan

tutai, wewenang dan tanggu-ng iawab dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan

pada satuan Pendidikan.
?ang dimakiud dengan pengembang adalah seseorang yang diberi tugas atau

kew6nangan sebagai tim perekayasa kurikulum

Ayat (2)

CukuP jelas.

Ayat (3)

CukuP jelas.
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Pasal 16

Ayat (1)

CukuP jelas.

Ayat (2)

CukuP jelas.

Pasal 15

Huruf a

CukuP ielas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan adalah

kemimpuan minimal yang harus dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan dalam

rangkameningkatkan.mutukualitaspendidikdantenagakependidikandalam
melaksanakan tugas dan kewaiibannya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah spesifikasi teknis sebagai

patoian pelayanan riinimal yang waiib dilakukan oteh penyelenggaran pendidikan.

Huruf d

'Jrt,:k rncmberikan layanan dan kemudahan tanpa diskriminasi pada semua ienlang

pendidikan, upaya ying dilakukan oleh pemerintah Daerah antara lain dengan

pembangunansarana-danprasaranayangmemadaidansecaraselektil
memper[atikan polensi serta kebuluhan masyarakat guna mendorong penuntasan

wajib belajar sembilan tahun, menekan angka putus sekolah melalui penyediaan

beasiswa.
Huruf e

Cukup ielas.
Huruf f

Menyediakan dana dimaksudkan dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi anak dari

keluirga kurang mampu dan anak terlantar termasuk beasiswa untuk menarik anak

yang masih berada di luar sistem sekolah sebagai akibat kentiskinan'

Huruf g

Cukup ielas.
Huruf h

Cukup ietas,
Huruf i

satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
CukuP ielas,

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf m
Yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah pendidik dan tenaga

kepdndidikan pada laluan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan nonformal.

Hunrf n
Cukup jelas.

Huruf o
CukuP jelas.

Huruf p
Cukup ielas,

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
CukuP.ielas.



Ayat (3)' 'Yang 
dimaksud dengan pendidikan umum adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasir dan pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yan-g

diperiukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Yangdimaksuddenganpendidikanakademikadalahpendidikantinggiprogram
sariina, dan pascasarjana yang diarahkan terutamakan pada penguasaan disiplin ilmu

pengetahuan lertentu.

Yang dimaksud dengan pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program

saijina yang mempersiapkan peserta didik untuk rnemiliki peke(aan dengan

persyaratan keahlian khusus,

Yang dimaksud dengan pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang

meripersiapkan peserta didik untuk memiliki pekeriaan dengan keahlian terapan

tertentu maksimal setara dengan program sarjana

Pasal 19

Ayat (1)

CukuP jelas.

Ayat(2)' '-dentuk lain yang sederaiat antara lain Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-Kanak Al-

Qulan (TKQ), din Taman Pendidikan Al-Quian (TPQ)'

Ayat (3)' ' 
dentuk lain yang sederajat antara lain Taman Bermain, Taman Balila, Taman

p.nOiOii, Rnai Sn<lnn (iAPAS), dan pendidikan anak usia dini yang diintegrasikan

dengan program layanan yang telah ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita'

Ayat (4)

CukuP jelas,

Ayat (5)'' '.llno pendidikan anak usia dini pada pendidikan umum di antaranya Taman Kanak-

Kanak (TK).

Jenis'pendidikananakusiadinipadapendidikankeagamaandiantaranya
Raudhaiul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA)'

,l.nii peniiOnrn'anik usia dini pada pendidikan khusus di anlaranya Taman Kanak-

Kanak Luar Biasa (TKLB).

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

CukuP jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

CukuP ielas
Ayat (2)

CukuP jelas,

"'""Vung 
dimaksud dengan TKO adatah rK yang orientasi pembelajaran membaca AI-

Oui an sejak dini.

Ayat (4)

CukuP jelas.
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Pasal22
Cukup jelas,

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas,

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup 1elas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasai 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup ielas

Pasal 32

Ayal (1)

Cut.uP ielas,
Ayat (2)

CukuP ielas,
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat(4)' 'SMK 
Can MAK dapat terdiri atas 4 (empat) tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerie.

Ayat (5)

CukuP ielas.

Pasai 33
Ayat (1)

CukuP jelas.

,.YangdimaksudprogramkeahlianadalahUnitterkecilpadasekolahmenengah

kejuiuan/rnadrasah aliyah xejuruart yang menyelenggarakan pembelalaran dengan

karakteristik keahlian sesLrai dengan lenis pekerjaan di dunia usaha dan industri

Ayal (3)

CukuP Jelas.

, 'Yang 
dimaksud dengan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah berbagai pihak

yand terkait dengan-program keahlian seperti asosiasi profesi dan dunia usaha/dunia

industn terkait

Pasal 34

Cukup jeias.
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Pasal 35
Cukup ielas.

Pasal 36

Cukup jelas,

Pasal 37

AYat (1)

CukuP jelas.

Ayat (2)

CukuP ielas,
Ayat (3)

CukuP iclas,

Pemerintah Daerah

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a
CukuP jelas.

Huruf b
CukuP jelas.

Huruf c
CukuP ielas.

lluruf d
CukuP ielas.

Huruf e
CukuP lelas'

Ayat (2)

CukuP jelas

Ayat(3)
CukuP jelas,

Ayat (4)

CukuP ielas.
Ayat (5)

CukuP ielas.

Pasal 40
Cukup jelas

Ayat (4)

Bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diberikan oleh pemerintah daerah

..riputi; 6.nti,.n bleisiswa bagi mahasiswiyang memenuhi persyaratan sebagaimana

diatur dalam ketentuan y.ng O;duku, bantuan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan

pengaUaian kepada masy"arakat, serta bantuan lain sesuai dengan kemampuan

Huruf f
' vano dimaksud dengan satuan pendidikan yang seienis adalah kegiatan-kegiatan

iil;ii;itil;; oleh Pondok Pesanlren' sekolah Theologia dll'

Pasal 41

Ayat (1)'-' 'vong 
dimaksud dengan kecakapan peconal atau kecakapan pribadi adalah kecakapan

dalammelakukanibadahsesuaid.enganagamayangdianutnya,kecakapan'dalam
pengenalanterhadapkondisjdanpotensidiri,kecakapandalammelakuKanxorexsl0lfl,
i..ituprn dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan

dalammenghadapitantangandanproblemaseriakecakapandalammengatufdiri'
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Yang dimaksud dengan kecakapan intelektual adalah kecakapan yang mencakup'

kecikapan terhadap penguasajn ilmu pengetahuan, leknologi dan/atau seni sesuai

l.ngr; nioung yang oipetalari, berpikir kntis dan kreatif, kecakapan melakukan

penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah

Yang dimaksud dengan kecakapan sosial adalah kecakapan yang mencakup

kecaiapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara'

k..if,r'p, bekerjasama dengan sesima, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan

lingkungan, trprti utru tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial'

Yang dimaksud dengan kecakapan vokasional adalah kecakapan yang mencakup

Xeca"kapan dalam mehilih bidang pekeqaan, mengelola peke(aan, mengembangkan

protesi6naitas dan produktivitai keria dan kode etik bersaing dalam melakukan

pekerjaan.

Ayat (2)

CukuP ielas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup ielas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

CukttP ielas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 5'1

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup ielas

Pasal 49
Ayat (1)

Pendidikan informal diselenggarakan dalam fangka meletakan dasar-dasar kesiapan

hidup peserta didik sobariai anggota masyarakat karena itu aturannya merupakan

rangir'ng jawab keluarga peserta didik, melalui keikuitsertaan dalam kelompok helaiar,

tu,sus, itau kegiatan telaiar dengan menggunakan bahan belajar yang dapat dikaji

sendin atau mandin

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 43
Cukup jelas.
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dapatdilakukanmelaluikeriasamaPemenntahDaeBhdenganlembagapendidikan
asing yang diakui atau direkomendasikan pemerintah. Penyelenggaraan pendidjkan

ben;raf iniemasional merubah satuan pendidikan yang sudah ada menjadi satuan

pendidikan yang bertaraf internasional.

Ayat (2)

CukuP jelas.

Ayat (3)' 'Yang 
dimaksud dengan pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah pendidikan

yindoipe*aya oan d'ikembangkan sesuai potensi dan kekhasan Kabupaten Kediri.

Ayat (4)

CukuP jelas.

Pasal 54

Ayat (l)
CukuP jelas.

Ayat (2)

CukuP |elas,
Ayat (3)

CukuP jelas.

Ayat (4)

CukuP jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

CukuP ielas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup ielas,
Ayat (3)

Cukup ielas.
Ayat (4)

CukuP jelas.

Pasal 56

Pasal 57

Cukup jelas

Cukup jelas,

Pasal 58

Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat (2)- 
Yang dimaksud dengan kelas inklusif adaiah layanan pendidikan yang memberikan

k€sempatan bagi p€serta didik yang bsrkelainan/kendala fisik untuk belajar bersama-

sama dengan peserta didik normal di satuan pendidlkan formal.

Ayat (3)' 'Yang 
dimaksud dengan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimLwa adalah peserta didik yang memiliki potensi iauh di atas rata-rata dalam salah

satu atau lebih kemampuan; akademik, seni, olahraga, kepemimpinan, dan lainnya

yang relevan.
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Penetapan peserta didik yang dimaksud dilakukan oleh ahli yang relevan'

Pasal 61 -.J^,^r ^^^n;.{;,,.^
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan jarak iauh adalah peMidiran

yang diselenggaraian odf i"'""ti"ntut' Daerah yang meliputi; karakteristik sistem

iemUefajaran 
- 

peserla didik, persyaratan pendirian saluan dan/atau program

pendidikan, .rr.n, d.n p'at'i'nu- harus mengacu pada ketentuan perundang-

Ayat (4)

CukuP jeias.

Ayat (b)

CukuP ieias.
Ayat (6)

CukuP ielas.
Ayat (7)

CukuP jelas.

Ayat (B)

CukuP ielas.

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Ayat (1)

CukuP ielas.
Ayat (2)

Huruf a

CukuP jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

undangan yang berlaku,

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas,

Cukup jelas.

i

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah pendidikan

u"no' diselenooarakan oleh pemerintan Daerah yang meliputi pendidikan keagamaan

Lt;il, 
-K;;6: 

Budha, Hindu dan Konghuchu harus mengacu pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.
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Huruf b
Yang dimaksud
pedoman, rekom

Penggabungan
pendidikan sesua

Huruf c
CukuP ielas.

Huruf d

CukuP jelas

Huruf e
CukuP ietas.

Huruf f
CukuP ielas,

Hurufg
CukuP ielas.

Huruf h

CukuP ielas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71

AYat (1)

CukuP jelas

Ayat (3)

CukuP jelas,

Ayat (4)

CukuP ielas.

Pasal T2

Cukup ielas.

Cukup jelas.

Pasal 74

denqan mem{asilitasi adalah memberikan

enoail,llinoperasional (pembukaan'

oendidikan), ba n tuan/su bsidi, pendanaan

i dengan kemampuan keuangan daerah'

bimbingan, arahan,

penutupan dan

serta Peralatan

o'ut 

''Junn dimaksud dengan data dan informasi pendidikan' adalah data dan informasi

tentano lembaga penOiOiftan', ienaga pendidik dan kependidikan' peserta didik' sarana

Orn pti.utrn., rnggaran, kurikulum dan lain lainnya'

orr, ,lrnn 
dimaksud dengan standar perayanan minimar,adarah kriteria minimar berupa nilai

kumulatif dari standar .u.io.rf "p.nifiOiXan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan

9?lflTilnr* dengan manalemen non berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk

otonomi satuan penoio,xan,"dlll;-nat rni xepata sekolah/madrasah dan guru dibantu

Komite sekolahimaoraran"ar"tai,"na*, iii. i!.g seienis/madrasah dalam mengelola

sekolahimadrasah

Ayat (2)

Cukup ielas.
Ayat (3)

CukuP ielas,
Ayat (4)

CukuP jelas.

Pasal 75
Cukup 1elas,

i

Pasal 73
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Pasal 76

Ayat (1)

CukuP ielas

lnformal.

Ayat (3)

CukuP ielas
Ayat (4)

CukuP jelas

Pasal 77

Cukup lelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Pasal B0

CLrkLrp lelas

Pasal B1

Cukup jelas

l)asal 82
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (2)

KurikulumTingkatsatuanPendidikan(KTSP)tidakdiperuntukkanbagipendidikan

Ayat (1), - ' 
dahasa pengantar dalarn pendldikarr rnenggunakan bahasa lndonesia. Bagi siswa kelas

1 s.d lll dapat ,n.nggrnrk.n bahasa ib-u- sebagai media pembelajaran Bahasa ibu

Oisini dapat ,enggrriakan bahasa daerah yang dikuasai peserta didik'

Ayat (2)' '- 'vung 
dimaksud bahasa pengantar selain bahasa lndonesia adalah bahasa asing yang

Oipeigunafan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran'

Ayat (1)

Yangdimaksuddenganprofesionaladalahpekerjaanataukegiatanyangdilakukanoleh
,.r*rrng Oan meniadi sumber penghasilan kehidupan.yang memerlukan keahlian'

kemahiran, atau kecakapan yang'mdmenuhi standar mutu atau norma tertentu serta

memerlukan Pendidikan Profesi

Ayat (2)

CukuP jclas.

Pasal 84

Ayat (1)'''-' 'i.ng dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah iiazah IiiS , i:ltfl*g
i.*irpran yang dipersyaratkan bagi guru unluk melaksanakan tugas seoagar

pltoioii-p.oi jJniang, jenis dan sitLran pendidikan atau mata pelaiaran vang

iLrprnyi sesuii dengan Standar Pendidikan Nasional'

vr.jJi.iii.ro oenga; rompetensi adalah seporangkal. pengetahuan' kelerampiian'

0.." p.riraxt yang- fratus 
'Omitrr<i, Oinayati' dan dikuasai oleh pendidik dalam

melaksanakan tugas ke profesion alan '

Ayat (2)

CukuP jelas
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llLrrLrf a

Yang dimaksud dengan kompensasi pedagogik adalah kemampuan guru dalam
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi ,

a. pemaharnan wawasan atau iandasan kependidikan,

b. pemahaman terhadap peseda didik

c. pengernbangan kLtrikLtlLtm/silabus,

d perancanganpembelajaran.

e. pelaksanaan pembela1aran yang rnendidik dan dialogis,
f pemanfaalanteknologipembelalaran,
g. evaluasi belajar; dan

h. pengembangan peserta didlk untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

d im ilikin ya

Hurufb
l(ompetensr kepribadian sekurangnya mencakup kepribadian yang .

a. manlap,

b stabil,
( Uewdsd

d. arif dan bilaksan a,

e ju;ur,

' Lcnu b:rw;r,
g berakhlak mulra

h menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat:
i secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan

1. mengernbangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
llLrnrf c

Yang dirnaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam
pen0Lrasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Huruf d
Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk
berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama
guru, orangtua/wali perserta didik dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Yang dimaksud pelaksana uli kelayakan dan kesetaraan adalah lembaga yang

djtetapkan pejabat yang beMenang untuk melakukan uji kemampuan keahlian
seseorang dan menentukan kesetaraan keahlian tertentu dengan penggolongan
jabatar) g uru.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal B5

Ayat (1)

Pengangkatan, penempatan, atau pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka pemerataan dan atau
meningkatkan mutu pendrdikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak ada diskriminasi adalah menurut pertimbangan gender,
agama, ras, suku, asal daerah, atau perlimbangan lain yang tidak ada hubungannya
dengan kualiflkasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 86

Cukup lelas

Pasal 87
Cukup jelas
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Ayat (1)

H uruf a
Cukup jelas.

H uruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.

l'1uruf d

Yang dimaksud dengan :

a. jabatan lain untuk pendidik adalah jabatan-jabatan di luar jabatan fungsional

pendidik

b. jabatan lain untuk tenaga kependidikan adalah jabatan-jabatan di luar tenaga

kePendidikan.

lluru f e

Cukup lelas.
H uruf f

Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90

CukLrp jelas

Pasal 91

Cukup lelas

Pasal 92
Ayal ( r)

'Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendldikan

berclrikan agama rnenladi tanggtrng Jawab Kantor Departemen Agama

Ayat (2)
l' 

'L ' 'n ialecvu,,! P lvivw

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Pasal 96
Cukup jelas

CLikup jelas

Pasal 98

AYat (1)

CukuP ielas

CLrku p lelas.

F'asal 9 /



l6

Ayat (2)

H uruf a
CukuP ielas

Huruf b

CukuP jelas

Hirruf c
Yangdimaksuddenganresikolainadalahperlindungankesehatandankeselamatan
r<erl; jesuai dengan kiiieria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup lelas.

Pasal lu I

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 105

Ayat(1)
CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP jelas

Ayat (3)

CukuP jelas.

Pasal 106

Cuku p jelas

Pasal 107

Ayat(1)
CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP jelas.

Ayat (3)

CukuP jelas

Pasal 104

Ayat(1),.Yangdimaksrrdkomersialisasipendidikanadalahmemanfaatkansumberdayasatuan

p.ndidikan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok dan/atau

Perusa h a an

Ayat (2)' (egiatan yang dianggap mcrusak citra sekolah/madrasah dan demoralisasi di kalangan

petijar adatarr xegiiian yang rnenjadikan sumber daya satuan pendidikan y-ang tidak

sesualdengan.nisipenoiolt.ansepertipelnbuatansinetrondan/ataufiimyang
rnenvisualisasikan pelaiar secara vulgar, sensual, brutal, kriminal, pelaku sex bebas,

' dan sebagainya

PASA LUO

Cukup jelas.
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Pasai 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup lelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 1 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga adalah penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan.

Pasal 1 13

Ayat (1)

Cukup 1elas.
Ayat(2)

Evaluasi peserla didik mencakup kognitif, efektif, dan psikomotorik. Evaluasi kognitif
dilakukan dengan les terlulis, evaluasi efektif dan psikomotoris dengan tes perbuatan
atau nontes

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasai 1 16

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Yangj dimaksud dengan pendanaan pendidikan adalah seluruh biaya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, meliputi antara lain :

a. biaya investasi misalnya biaya pembangunan prasanana dan sarana pendidikan,
pengembangan sumber daya manusia;

b. biaya operasi pendidikan, misalnya lelepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor;
c. biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik

untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.
Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas
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Ayat (3)' 'Vang 
dimaksud peristiwa tertentu adalah keiadian-keiadian, yang tidak terduga seperli

bencana alam, kebakaran dan kerusuhan sosial,

Ayat (4)

Cukup jelas,

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal122
Cukup jelas,

Pasal 123

Cuxup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal '125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas,

Pasal 128

Cukup jelas.

P asal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal '132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal '135

Cukup jelas.

Pasal '136

Ayat (1)' 
Yang dimaksud dengan pelaksana pendidikan adalah peran serta masyarakat scbagal

fasilitator penyelenggara, penilai, dan pengawas

Ayat (2)

Cukup Jelas.
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Ayat (3)

Yang dimaksud instilusi pasangan adalah lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia

usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi yang menjadi mitra SMK dalam

penyelenggaraan pendidikan sistem ganda.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Pasal 137

Cukup jelas,

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas,

Pasal 146
' Cukup jelas,

Pasal 147

Cukupjelas.

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal '150

Cukupjelas.

Pasal 151

Cukup jelas.
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